. |PEMERINTAH
% KABURATEN MOROWALI

* LAPORAN PENYElENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

" (LPPD) KAB. MOROWALI
- TAHUN 2023

- PRIE ¥ s e — - i
. e o R T e T :
. X Ean -y ., UL o e & .
ATTY Vg PO ! e ! Gl -_‘i*L. 71 L a2k N DR G #\ '. ‘

{ = | O\Z» i | - i - ;

| _ 7N - | i '} ‘ |
{ 3 {8 Sy : ¥ _1-':-"' ¥ : TEL Y 1 - - ) | [ A,

A E - X : g H gy BN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas limpahan atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023
dapat tersusun. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat,
serta mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020, tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13
tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
daerah dan Pedoman  Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Laporan kami sajikan dengan sistematika sebagaimana telah di atur

dalam ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Penjelasan Umum, Perencanaan
Pembangunan Daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Bab IV  Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Bab V.  Penutup

Laporan ini memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang
berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Kabupaten Morowali pada tahun 2023, sekaligus merupakan wujud
transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Morowali dalam
melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan Tugas

pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam
penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap
mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi
pemerintah daerah guna penyempurnaan laporan ini pada khususnya dan

bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten



Morowali pada umumnya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang telah bersama-
sama dengan pemerintah daerah membangun Morowali serta ucapan
terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Morowali.

Morowali, Maret 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

R

A. RACHMANSYAH ISMAIL






BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.1.1. Penjelasan Umum
A. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Morowali merupakan kabupaten hasil
pemekaran Kabupaten Poso melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan. Luas wilayah daratan
Kabupaten Morowali saat awal berdiri pada Tahun 1999
diperkirakan seluas £15.490,12 km?2 atau 22,77 persen dari

luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2013, setelah terbentunya Kabupaten
Morowali Utara sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi
Tengah, maka luas wilayah Kabupaten Morowali £ 5.472,00
km2 atau 8,85 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi
Tengah dengan 9 (Sembilan) Kecamatan. Namun, pada tahun
2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan maka jumlah

kecamatan di kabupaten Morowali menjadi 10 (Sepuluh)
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Kecamatan meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi
Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah,
Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan
Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan

Menui Kepulauan dan Kecamatan Sombori Kepulauan.
Kondisi Geografis Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Morowali terletak antara
01 0 31’12” Lintang Selatan dan 03° 46’ 48” Lintang Selatan
serta antara 1210 02’ 24” Bujur Timur dan 123° 15’ 36” Bujur
Timur. Jika ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Morowali
wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan
melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen)
berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya
(11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian
paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah
Kecamatan Menui Kepulauan, Kecatan Bungku Selatan dan
Kecamatan Sombori Kepulauan yang terdiri dari beberapa
pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis
yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah
kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni
wilayah daratan wutama Pulau Sulawesi dan wilayah

kepulauan.

Jika ditinjau secara administratif Kabupaten Morowali
memiliki batas wilayah sebagai berikut :
e Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali
Utara;
e Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi

Tenggara dan Sulawesi Selatan;
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e Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Tenggara;
e Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo..
Letak, batas dan kondisi geografis wilayah Kabupaten
Morowali selengkapnya terdapat pada Gambar 1.1 tentang

peta administratif Kabupaten Morowali.

Sumber : https://sulteng.bpk.go.id /peta-administrasi-kabupaten-morowali

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Morowali

C. Jumlah Penduduk

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat
banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk
ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek
kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan Kkerja
sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat
munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya
masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya.
Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah
luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru
masih  kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk
mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah
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yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan
adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek
antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk,
persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi
penduduk.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Morowali periode 31 Desember 2023 jumlah
penduduk kabupaten morowali sebesar 183.957 jiwa, berikut

ini adalah tabel yang menggambarkan Jumlah Penduduk

Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali
Tahun 2023

Km?2 % Jumlah %
Menui Kepulauan | 223,63 4,07 14.106 7,67 63,08
Bungku Selatan 403,9 7,38 14.987 8,15 37,11
Bahodopi 1.080,98 | 19,76 | 41.641 | 22,64 38,52
Bungku Pesisir 867,29 15,85 7.799 4,24 8,99
Bungku Tengah 725,57 13,26 | 33.576 18,25 46,28
Bungku Timur 387,23 7,08 14.277 7,76 36,87
Bungku Barat 758,93 13,87 18.679 10,15 24,61
Bumi Raya 504,77 9,23 16.681 9,07 33,05
Wita Ponda 519,7 9,5 22.211 12,07 42,74

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Morowali Tahun 2023

Sehubungan dengan data tabel di atas, Jumlah
Penduduk Kecamatan Sombori Kepulauan masih belum bisa
ditampilkan, dikarenakan data Penduduk Kecamatan Sombori
Kepulauan masih tergabung dengan Kabupaten Induk, yaitu
Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan,

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka
tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2023, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten
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Morowali adalah 33,62 jiwa per km2. Persebaran penduduk di
wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada
semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah
sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas
wilayah kecamatan sebesar 725,57 km? dengan jumlah
penduduk sebanyak 33.576 jiwa mencapai kepadatan
penduduk sebanyak 46,28 jiwa per km?. Kecamatan dengan
tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan
Menui Kepulauan yaitu 63,08 jiwa per km2, Hal ini disebabkan
karena luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan lebih sempit
dibanding kecamatan lain yakni hanya 4,07 persen dari total
luas wilayah Kabupaten Morowali data yang disajikan belum
menyesuaikan dengan pemekaran wilayah Kecamatan Sombori
Kepulauan. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan
penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan
tingkat kepadatan sebesar 8,99 jiwa per km?.

Disamping itu, Indikator yang digunakan untuk
mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin
adalah rasio jenis kelamin (sex ratio), yaitu perbandingan
antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk
perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi
fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya
fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan
karakteristik demografi. Dilihat dari proprosi jenis kelamin
Penduduk di Kabupaten Morowali diketahui bahwa terbanyak
adalah penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak
99.072 atau sebesar 53,86%, sedangkan penduduk jenis
kelamin perempuan sebanyak 84.885 jiwa atau sebesar
46,14%. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Morowali
sebesar 116,71. Rasio jenis kelamin penduduk terbesar di
Kecamatan Bahodopi (138,97), sebaliknya yang terkecil adalah

Kecamatan Menui Kepulauan yakni sebesar (100,80). berikut
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ini adalah tabel yang menggambarkan Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten

Morowali Tahun 2023

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan berdasarkan jenis
kelamin di Kabupaten Morowali Tahun 2023

1. | Menui Kepulauan 7.081 7.025 14.106 | 100,80
2. | Bungku Selatan 7.692 7.295 14.987 | 105,44
3. | Bahodopi 24.216 17.425 41.641 | 138,97
4. | Bungku Pesisir 4.142 3.657 7.799 | 113,26
5. | Bungku Tengah 17.705 15.871 33.576 | 111,56
6. | Bungku Timur 7.470 6.807 14.277 | 109,74
7. | Bungku Barat 10.410 8.269 18.679 | 125,89
8. | Bumi Raya 8.748 7.933 16.681 | 110,27
9. [ Wita Ponda 11.608 10.603 22.211 | 109,48

[ | o [ osom | essss [ 1sa0er [uren]

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Morowali Tahun 2023

D. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Morowali terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah penduduk
yang sangat signifikan tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya
penduduk baru yang terdaftar sebagai penduduk kabupaten
Morowali yakni pekerja di wilayah pertambangan. Jumlah
penduduk Kabupaten Morowali akan terus bertambah yang
disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat
kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada
migrasi keluar (out migration). berikut ini adalah tabel yang
menggambarkan laju  pertumbuhan Penduduk  Menurut

Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
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Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Morowali Tahun 2023

2022 2023

1. Menui Kepulauan 13.602 14.106 3,71
2. Bungku Selatan 14.540 14.987 3,07
3. Bahodopi 37.698 41.641 10,46
4. Bungku Pesisir 7.067 7.799 10,36
5. Bungku Tengah 31.947 33.576 5,10
0. Bungku Timur 13.383 14.277 6,68
7. Bungku Barat 14.659 18.679 27,42
8. Bumi Raya 16.297 16.681 2,36
9. Wita Ponda 21.222 22.211 4,66

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Morowali Tahun 2023

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk
di kabuapen mrowali pada tahun 2023 mencapai 7,95 persen jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022. Laju
pertumbuhan tertinggi terjadi dikecamatan bungku barat sebesar
27,42 persen, kecamatan bahodopi sebesar 10,46 persen dan
kecamatan bungku pesisir sebesar 10,36 persen. Pertumbuhan
penduduk terendah pada tahun 2023 terjadi di kecamatan bumi

raya yang hanya mencapai 2,36 persen.
E. Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Morowali

Setelah  pembentukan  Kabupaten  Morowali Utara,
Kabupaten Morowali yang sebelumnya hanya memiliki 9
(sembilan) wilayah Kecamatan, saat ini telah memiliki 10
(sepuluh) wilayah kecamatan yaitu Witaponda, Bumi Raya,
Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi,
Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan serta
Kecamatan Sombori Kepulauan yang baru saja dimekarkan tahun

2023. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Morowali saat ini

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) BE/
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023



berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) desa dan 7 (tujuh)
kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.6
jumlah kecamatan dan desa/kelurahan kabupaten morowali
tahun 2023.

Pemekaran Wilayah Kecamatan Sombori Kepualauan melalui
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan
Kecamatan Sombori Kepulauan. Kecamatan Sombori Kepulauan
merupakan pemekaran dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui
Kepulauan dan 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan.
Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki wilayah seluas 267,78 Km?2.
Cakupan wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan terdiri atas 13 (tiga

belas) Desa meliputi :

Desa Tanjung Harapan seluas 12,90 Km?2 ;
Desa Matano seluas 13,79 Km?2;

Desa Tanona seluas 7,10 Km2;

Desa Tanjung Tiram seluas 9,00 Km?2;
Desa Matarape seluas 20,03 Km?2;

Desa Mbokita seluas 7,07 Km2;

Desa Dongkalan seluas 13,01 Km?2;

Desa Pulau Tengah seluas 3,2 Km2;

© ® N o gk L Db =

Desa Masadian seluas 6,03 Km?2;

—_
@)

. Desa Pulau Tiga seluas 3,85 Km2;
. Desa La Lemo seluas 48,09 Km?2;

S S—
N =

. Desa Lamontoli seluas 118,70Km2; dan

—_
w

. Desa Pulau Dua Darat seluas 5,01 Km2.
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Tabel 1.4
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Morowali
Tahun 2023

Menui 127.65 | 233 | 13 Ulunambo | 99
Kepulauan
Bungku 725.57 | 13.26 | 13 Marsaoleh | 0
Tengah
Bungku 232.1 4.24 23 Kaleroang 64
Selatan
Bahodopi 1,080.98 | 19.75 12 Bahodopi 41
Bungku 867.29 | 15.85 | 10 Lafeu 75
Pesisir
Bungku

. 387.23 7.08 10 Kolono 18
Timur
Bungku

758.93 13.87 10 Wosu 27
Barat
Bumi Raya 504.77 9.22 13 Bahonsuai 48
Witaponda | 5197 | 950 | 9 Laantula | g,
Jaya

Sombori 267.78 | 4.89 13 Tanjung -
Kepulauan Harapan

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

F. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah
Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah merupakan
suatu proses yang tidak berkesudahan. Dalam artian, bahwa
penataan kelembagaan dilalukan seiring dengan perubahan yang
terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro pemerintah.
Penataan Kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk
menata suatu sistem pemerintahan Daerah yang mampu menjawab
tantangan masa depan. Oleh karena itu, agar sistem tersebut
berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang

diembannya, maka penataan kelembagaan harus diimbangi dengan
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penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut. Elemen-
elemen lain, seperti: penataan Sumber Daya Manusia (SDM),
Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
serta Penataan mekanisme hubungan keda antara unit-unit
organisasi.

Dalam membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah membentuk
dan menyusun perangkat daerah Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang pembentukan
dan susunan perangkat daerah saat ini Kabupaten Morowali
memiliki 39 (tiga Puluh sembilan) perangkat daerah yang teridir
dari 5 (lima) jenis perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah
dengan 9 (sembilan) bagian, Sekreatriat DPRD, Inspektorat, Badan,
Dinas dan Kecamatan serta BLUD RSUD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2022 tentang
kedudukan dan susunan organisasi badan daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Peraturan Bupati Morowali Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan susunan Organisasi Sekretariat Daerah |,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

3. Inspektorat
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Peraturan Bupati Morowali Nomor 41 Tahun 2022 tentang
pembentukan dan susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Daerah;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Daerah;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Daerah;
Dinas Sosial Daerah;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah;

® N o o

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
12. Dinas Perhubungan Daerah;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian
Daerah;
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata daerah;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsip Daerah;
18. Dinas Perikanan Daerah;
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah.

Peraturan Bupati Morowali Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari
1. Kecamatan Menui Kepulauan terdiri dari 1 Unit Kerja :

* Kelurahan Ulunambo
2. Kecamatan Bungku Selatan

3. Kecamatan Bungku Pesisir
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4. Kecamatan Bahodopi

5. Kecamatan Bungku Timur

6. Kecamatan Bungku Tengah terdiri dari 6 Unit Kerja :

Kelurahan Marsaoleh
Kelurahan Tofoiso
Kelurahan Mendui
Kelurahan Lamberea
Kelurahan Bungi

Kelurahan Matano

7. Kecamatan Bungku Barat

8. Kecamatan Bumi Raya

9. Kecamatan Wita Ponda

10. Kecamatan Sombori Kepulauan

Adapun jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS)

di kabupaten

Morowali sampai dengan tahun 2023 berjumlah sebanyak 3.158

orang dengan proporsi PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak

1.372 orang dan perempuan sebanyak 1.786 Orang. Berdasarkan

data diatas dapat dismpulkan bahwa proporsi Pegawai Negeri Sipil

(PNS) berjenis kelamin perempuan lebih besar atau mencapai

mencapai 56,55 persen sementara untuk jenis kelamin laki-laki

hanya mencapai 43,45 persen dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang ada di kabupaten Morowali. untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel 1.4 jumlah Pegawai Sipil Negara (PNS) Kabupaten
Morowali Tahun 2023 dibawah Ini :

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Morowali

Tahun 2023

PNS (Orang)

L P
1 Sekretariat DPRD 22 13 35
2 Sekretariat Daerah 64 34 98
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JUMLAH JUMLAH
NO PERANGKAT DAERAH PEGAWAI (Orang) Ket.
3 Inspektorat 30 21 51
4 RSUD Morowali 48 179 227
S Satuan Polisi Pamong Praja 20 8 28
§) Dinas Pendidikan dan 508 838 1.346
Kebudayaan Daerah
7 Dinas Kesehatan, 68 317 385
Pengendalian Penduduk dan
KB
8 Dinas Pekerjaan Umum dan 40 18 58
Penataan Ruang
9 Dinas Perumahan, Kawasan 21 8 29
Pemukiman dan Pertanahan
10 Dinas Sosial 12 8 20
11 Dinas Tenaga Kerja dan 20 9 29
Transmigrasi
12 Dinas Pemberdayaan 13 15 28
Masyarakat Desa,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
13 Dinas Pertanian dan 63 33 96
Ketahanan Pangan
14 Dinas Lingkungan Hidup 15 14 29
15 Dinas Kependudukan dan 8 14 22
Pencatatan Sipil
16 Dinas Perhubungan 29 2 31
17 Dinas Komunikasi, 11 4 15
Informatika, Statistik dan
Persandian
18 Dinas Koperasi dan UMKM 12 9 21
19 Dinas Peneneman Modal dan 14 10 24
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20 Dinas Pemuda, Olah Raga dan 20 11 31
Pariwisata
21 Dinas Perpustakaan dan 12 14 26
Kearsipan
22 Dinas Perikanan 24 14 38
23 Dinas Perdagangan dan 10 14 24
Perindustrian
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24 Badan Perencanaan 19 19 38
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan
25 Badan Pengelolaan Keuangan 16 16 32
dan Aset
26 | Badan Pengelolaan 21 9 30
Pendapatan
27 | Badan Kepegawaian dan 14 16 30
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
28 Badan Penanggulangan 11 4 15
Bencana
29 Badan Kesatuan Bangsa dan 10 11 21
Politik
30 Kecamatan Witaponda 13 9 22
31 Kecamatan Bumi Raya 17 10 27
32 Kecamatan Bungku Barat 18 8 26
33 Kecamatan Bungku Tengah 43 36 79
34 Kecamatan Bungku Timur 10 5 15
35 Kecamatan Bahodopi 21 15 36
36 | Kecamatan Bungku Pesisir 18 4 22
37 | Kecamatan Bungku Selatan 22 5 27
38 Kecamatan Sombori 2 0 2
Kepulauan
39 Kecamatan Menui Kepulauan 33 12 45

Sumber : BKPSDM Kab. Morowali (Diolah Kembali)

Sementara itu jika berdasarkan kepangkatan maka Pegawai Negeri
Sipil (PNS) terbanyak adalah yang memiliki pangkat III/a sampai dengan
[II/d dengan jumlah 1.906 orang atau 60,35 persen dari total Pegawai
Negeri Sipil di Kabupaten Morowali, selanjutnya pangkat IV/a sampai
dengan IV/d dengan jumlah 633 orang atau 20,04 persen. Sedangkan
yang memiliki pangkat [I/a sampai dengan II/d hanya sebanyak 612
orang atau 19,37 persen dari Total Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Kabupaten Morowali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.5

dibawah ini.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) SOV
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023



Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kepangkatan
Kabupaten Morowali Tahun 2023

LAKI-LAKI | PEREMPUAN

1 [/a (Juru Muda) 0 0 0
2 I/b (Juru Muda Tkt. I) 0 1 1
3 I/c (Juru) 0 0 0
4 I/d (Juru Tkt. I) 6 0 6
Jumlah 6 1 7
S I1/a (Pengatur Muda) 12 5 17
6 I1/b (Pengatur Muda Tkt. I) 52 50 102
7 II/c (Pengatur) 107 100 207
8 I1/d (Pengatur Tkt. I) 158 128 286
Jumlah 329 283 612
9 [II/a (Penata Muda) 137 285 422
10 | III/b (Penata Muda Tkt. I) 182 327 509
11 | II/c (Penata) 133 223 356
12 | III/d (Penata Tkt. I) 244 375 619
Jumlah 696 1210 1906
13 | IV/a (Pembina) 168 161 329
14 | IV/b (Pembina Tkt. I) 154 124 278
15 |IV/c (Pembina Utama Muda) 18 6 24
16 |IV/d (Pembina Utama Madya) 1 1 2
Jumlah 341 292 633

Sumber : BKPSDM Kab. Morowali

Pada tahun 2023 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Morowali
terbanyak adalah Pendidikan Starata 1 (S-1) 1.815 orang atau 57,47
persen dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS), selajutnya PNS dengan
Pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 309 orang atau 9,78 persen dan
PNS dengan Pendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 208 orang atau 6,59
persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.6 dibawah ini.
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Tabel 1.7

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan
Kabupaten Morowali Tahun 2023

LAKI-LAKI | PEREMPUAN

1 | SD 0 1 1
2 | SMP/SEDERAJAT 8 2 10
3 | SMA/SEDERAJAT 403 247 650
Jumlah 411 250 661
1 | DIPLOMA 1 2 7 9
2 | DIPLOMA II 38 65 103
DIPLOMA III/SARJANA 57 252 309
3 | MUDA
Jumlah 97 324 421
1 | DIPLOMA IV 8 42 S50
2 |S1 741 1074 1815
3 | S2 115 93 208
4 | S3 0 3 3
Jumlah 864 1212 2076

Sumber ;: BKPSDM Kab. Morowali

G. Realisasi APBD Tahun 2023
v' Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD
Kabupaten Morowali Tahun 2023, realisasi pendapatan daerah
adalah sebesar Rp. 1.981.899.957.273,29 atau mencapai 110,21
persen dari Target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.
1.798.260.416.252,00 dengan rincian pendapatan daerah sebagai

berikut :

> Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali
Tahun 2023 sebesar Rp. 604.842.155.981,29 atau mencapai
128,73 persen dengan pencapaian ini maka dapat dikatakan
bahwa Realisasi PAD pada tahun 2023 melebihi target yang
telah ditetapkan sebesar Rp. 469.865.015.455,00,-. Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber dari Pajak Daerah
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sebesar Rp. 311.951.899.714,52 atau mencapai 167,62 persen
dari target, Retribusi Dearah sebesar Rp. 189.676.968.595 atau
mencapai 111,42 persen dari target, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3.461.790.338 atau
mencapai 191,16 persen dari target dan lain-lain PAD yang sah
dengan realisasi sebesar Rp. 99.751.497.333,77 atau mencapai
89,30 persen dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Morowali Tahun 2023
sebesar Rp. 1.377.057.801.292,00 atau mencapai 103,66 persen

dari taget yang ditetapkan yaitu

1.328.395.400.797,00.
bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan

realisasi sebesar Rp. 1.308.167.535.630,00 atau mencapai 103,

sebesar Rp.

Realisasi Pendapatan Transfer ini

39 persen dari target yang telah ditetapkan dan pendapatan

transfer antar realisasi sebesar Rp.

68.890.265.662,00 109,09 persen. Lebih
jelasanya Realisasi Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun

2023 dapat dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

daerah dengan

atau mencapai

Tabel 1.8
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Kabupaten Morowali Tahun 2023

PENDAPATAN DAERAH | 1.798.260.416.252,00 | 1.981.899.957.273,29 110,21
PENDAPATAN ASLI 469.865.015.455,00 604.842.155.981,29 128,73
DAERAH (PAD)

Pajak Daerah 186.107.154.678,00 311.951.899.714,52 167,62
Retribusi Daerah 170.239.000.000,00 189.676.968.595,00 111,42
Hasil Pengelolaan 1.810.921.029,00 3.461.790.338,00 191,16
Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah 111.707.939.748,00 99.751.497.333,77 89,30

JUMLAH PENDAPATAN | 469.865.015.455,00 604.842.155.981,29 128,73
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ASLI DAERAH

PENDAPATAN 1.328.395.400.797,00 | 1.377.057.801.292,00 103,66
TRANSFER
Pendapatan Transfer 1.265.247.626.000,00 1.308.167.535.630,00 103,39
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer 63.147.774.797,00 68.890.265.662,00 109,09
Antar Daerah
TOTAL PENDAPATAN 1.328.395.400.797,00 | 1.377.057.801.292,00 103,66
TRANSFER
LAIN-LAIN o 0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
Pendapatan Hibah 0 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN | 1.798.260.416.252,00 | 1.981.899.957.273,29 110,21
Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali
v' Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD

Kabupaten Morowali Tahun 2023, realisasi belanja daerah adalah
sebesar Rp. 2.021.816.876.638,07 atau mencapai 94,00 persen dari

total belanja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali
yaitu sebesar Rp. 2.150.817.432.038,00, dan sisanya sebesar Rp.

129.000.555.399,93 tidak terealisasi,

daerah sebagai berikut :

adapun rincian belanja

» Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Morowali pada tahun 2023
sebesar Rp. 1.250.162.885.130,07 atau mencapai 92,26 persen
dari total belanja operasi sebesar Rp. 1.355.055.336.663,00 dan

sisanya sebesar

Rp.

104.892.451.532,93 tidak terealisasi.

Realisasi Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar

Rp. 399.744.469.324,00 atau mencapai 87,04 persen dari total

belanja pegawai,

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.

713.191.518.016,00 atau mencapai 94,17 persen dari total
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belanja barang dan jasa, realiasi belanja bunga sebesar Rp.
1.222.452.521,00 atau mencapai 73,46 persen dari total belanja
bunga, Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 102.896.237.269,00
atau mencapai 99,37 persen dari total belanja bunga dan
realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 33..108.208.000,00

atau mencapai 99,95 persen dari total belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Modal pada tahun 2023 sebesar Rp.
543.928.058.678,00 atau mencapai 96,42 persen dari total
belanja modal sebesar Rp. 564.149.367.353,00 dan sisanya
sebesar Rp. 20.221.308.675,00 tidak terealsiasi. Realisasi
Belanja Modal ini terdiri dari Realasasi Belanja Modal Tanah
sebesar Rp. 5.497.554.000,00 atau hanya mencapai 59,37
persen dari total belanja tanah, realsiasi belanja Modal Peralatan
dan Mesin sebesar Rp. 71.284.679.181,00 atau mencapai 97,02
persen dari total belanja modal peralatan dan mesin, Realisasi
belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.
154.133.434.255,00 atau mencapai 96,90 persen dari total
belanja gedung dan bangunan, realisasi belanja modal jalan,
jaringan dan irigasi sebesar Rp. 310.823.144.501,00 atau
mencapai 97,08 persen dari total belanja modal jalan, jaringan
dan irigasi, realisasi belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar
Rp. 2.189.246.771,00 atau mencapai 99,93 persen dari total
belanja Modal Aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 sebesar Rp.
912.948.000,00 atau mencapai 89,62 persen dari total belanja
tidak terduga pada tahun 2023 yaitu sebsar Rp.
1.018.657.154,00 dan sisanya sebesar Rp. 105.709.154,00 tidak

terealisasi.

Realisasi belanja transfer pada tahun 2023 sebesar Rp.
226.812.984.830,00 atau mencapai 98,36 persen dari totoal
belanja transfer pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.
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230.594.070.868,00 dan sisanya sebesar Rp. 3.781.086.038,00

tidak terealisasi. Realisasi belanja transfer ini terdiri dari
realisasi belanja bagi hasil sebesar Rp. 23.719.161.036,00 atau
mencapai 79,51 persen dari total elanja bagi hasil dan realisasi
belanja bantuan keuangan sebesar 203.093.823.794,00 atau
mencapai 101,16 persen dari total belanja bantuan keuangan
pada tahun 2023. Lebih jelasanya Realisasi belanja daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.8

dibawah ini :

Tabel 1.9

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Kabupaten Morowali Tahun 2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI 2023 % 2023
1 2 3 4

BELANJA DAERAH 2.150.817.432.038,00 | 2.021.816.876.638,07 94,00
BELANJA OPERASI 1.355.055.336.663,00 | 1.250.162.885.130,07 92,26
Belanja Pegawai 459.259.650.744,00 399.744.469.324,00 87,04
Belanja Barang dan Jasa 757.336.037.129,00 713.191.518.016,07 94,17
Belanja Bunga 1.664.000.000,00 1.222.452.521,00 73,46
Belanja Hibah 103.551.648.790,00 102.896.237.269,00 99,37
Belanja Bantuan Sosial 33.244.000.000,00 33.108.208.000,00 99,59
JUMLAH BELANJA 1.355.055.336.663,00 | 1.250.162.885.130,07 92,26
OPERASI
BELANJA MODAL 564.149.367.353,00 543.928.058.678,00 96,42
Belanja Modal Tanah 9.259.232.798,00 5.497.554.000,00 59,37
Belanja Modal Peralatan 73.473.954.049,00 71.284.679.181,00 97,02
dan Mesin
Belanja Modal Gedung 159.069.430.852,00 154.133.434.225,00 96,90
dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, 320.155.872.463,00 310.823.144.501,00 97,08
Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap 2.190.877.191,00 2.189.246.771,00 99,93
Lainnya
JUMLAH BELANJA 564.149.367.353,00 543.928.058.678,00 96,42
MODAL
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URAIAN ANGGARAN REALISASI 2023 % 2023

1 2 3 4
BELANJA TIDAK 1.018.657.154,00 912.948.000,00 89,62
TERDUGA
Belanja Tidak Terduga 1.018.657.154,00 912.948.000,00 89,62
JUMLAH BELANJA TAK 1.018.657.154,00 912.948.000,00 89,62
TERDUGA
BELANJA TRANSFER 230.594.070.868,00 226.812.984.830,00 98,36
Belanja Bagi Hasil 29.831.821.018,00 23.719.161.036,00 79,51
Belanja Bantuan 200.762.249.850,00 203.093.823.794,00 101,16
Keuangan
JUMLAH BELANJA 230.594.070.868,00 226.812.984.830,00 98,36
TRANSFER
JUMLAH BELANJA 2.150.817.432.038,00 | 2.021.816.876.638,07 94,00
SURPLUS/DEFISIT (352.557.015.786,00) (39.916.919.364,78) 11,32
Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali

v Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD

Kabupaten Morowali Tahun 2023, realisasi Pembiayaan daerah

adalah sebesar Rp. 352.807.702.666,38 atau mencapai

100,07

persen dari total belanja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten
Morowali yaitu sebesar Rp. 352.557.015.786,00. Adapun rincian

Pembiayaan daerah sebagai berikut :

>

Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah pada tahun 2023
adalah sebesar Rp. 355.578.669.400,38 atau mencapai 99,99
persen dari target Penerimaan Pembiayaan daerah sdalam APBD
kabupaten Morowali sebesar Rp. 355.619.634.336,00 yang terdiri

dari Sisa Lebih Perhituangan Anggaran Tahun sebelumnya.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah pada tahun 2023
sebesar Rp 2.770.966.734,00 atau mencapai 90,48 persen dari
alokasi Rp.
3.062.618.550,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah

anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar
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sebesar Rp.

1.500.000.000 atau mencapai 100 persesn dan

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.

1.270.966.734,00 atau mencapai 81,34 persen. Lebih jelasanya

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023

dapat dilihat pada tabel 1.9 dibawah ini :

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Tabel 1.10

Kabupaten Morowali Tahun 2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI 2023 % 2023
1 2 3 4
PEMBIAYAAN DAERAH 352.557.015.786,00 | 352.807.702.666,38 100,07
PENERIMAAN 355.619.634.336,00 | 355.578.669.400,38 99,99
PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan 355.619.634.336,00 355.578.669.400,38 99,99
Anggaran Tahun
Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN 355.619.634.336,00 | 355.578.669.400,38 99,99
PEMBIAYAAN
PENGELUARAN 3.062.618.550,00 2.770.966.734,00 90,48
PEMBIAYAAN
Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00
Pembayaran Cicilan Pokok 1.562.618.550,00 1.270.966.734,00 81,34
Utang yang Jatuh Tempo
JUMLAH PENGELUARAN 3.062.618.550,00 2.770.966.734,00 90,48
PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 352.557.015.786,00 | 352.807.702.666,38 100,07
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 0 | 312.890.783.301,60 0,00
ANGGARAN
Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah
Permasalahan  pembangunan yang  disajikan adalah

permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada

identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan
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pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.
Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya
timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,
kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan,
dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah
adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu,
khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen
pemerintahan  dalam  memberdayakan  kewenangan = yang
dimilikinya. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi
berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan
yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian
rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah
pokok, masalah dan akar masalah.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali selama beberapa tahun terakhir yang
disajikan dal dokumen Rancangan Perubahan RPJMD 2018-2023,
maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Morowali
selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) permasalahan pokok
sebagai berikut :

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia;
Rendahnya Ketimpangan Infrastruktur Dasar Antar Kecamatan;

Kualitas Layanan Kesehatan belum optimal;

a & w0 N

Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup
serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal;
6. Kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada

masyarakat masih perlu ditingkatkan;
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Adapun Masalah pokok daerah tersebut diatas dapat dipetakan

berdasarkan masalah utama sebagai berikut :

1.

o & LD

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali masih tinggi;
Bantuan Sosial Belum Semuanya Tepat Sasaran;

Kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin;

Kantong Kemiskinan yang sulit diakses;

Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama
Sekolah (HLS);

Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai;
Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai;

Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik masih Rendah;
Sanitasi rendah;

Cakupan Layanan Telekomunikasi Belum memadai;
Ketersediaan Air Bersih terjadi peningkatan namun masih
Rendah;

Jaringan Irigasi masih rendah;

Usia Harapan Hidup (UHH) Masih rendah;

Tenaga Medis dan non medis masih minim;

Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai;

Rendahnya Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup;
Kerusakan Hutan dan ekosistem laut Meningkat;

Mitigasi Bencana;

Rendahnya Kinerja Aparatur dan;

Rendahnya Kinerja Aparatur.

Berdasarkan kajian normatif, analisis berbagai dokumen

rencana sampai dengan analisis gambaran umum Kabupaten

Morowali, sehingga menghasilkan beberapa rumusan permasalahan

pembangunan Kabupaten Morowali. Berkaitan dengan hal tersebut

gambaran kondisi Pelayanan umum Kabupaten Morowali yang telah

diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih

ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam
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lima tahun kedepan berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib
Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan
Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan serta Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah,
Inspektorat, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan. Adapun
beberapa permasalahan pembangunan tersebut berdasarkan
urusan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.11
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01 |PENDIDIKAN + Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2021 untuk
jenjang pendidikan SD/MI sebesar 121,33,
jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 105,13
jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar
103,50

+ Angka Partisipasi Murni (APM)) tahun 2021
untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar
94,79,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT
sebesar 72,73. Pada jenjang pendidikan
SMU/MA/SMK sebesar 67,59. Hal ini
menjelaskan penyelenggaran wajib pendidikan 9
tahun belum berhasil denganbaik.

+ Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2021
untuk Tingkat SD/MI sebesar 98,73,. Tingkat
SMP/MT sebesar 94,20 dibawah target;

» Angka Putus Sekolah tahun 2021 untuk jenjang
pendidikan SD/MI sebesar 0,45 relatif kecil,.
Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 3,65.
Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK relative
besar yaitu sebesar 10,34;

» Rasio Ketersediaan Sekolah tahun 2021 untuk
jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:99,. Pada
jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 1:189.
Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar
1:231;
Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang
melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada tahun
2021 telah mencapai 70 persen di perlukan
usaha dan kerja keras pemerintah untuk
mendorong kinerja kelulusan yang tinggi di
tingkat SMA  melalui  koordinasi  pada
pemerintah provinsi yang memeliki kewenangan
pendidikan Menengah.

+ Di Kabupaten Morowali, Rasio guru/murid per
kelas tahun 2021 wuntuk jenjang pendidikan
SD/MI sebesar 1:14,. Pada jenjang pendidikan
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SMP/MT sebesar 1:12. Pada  jenjang
pendidikan SMU/MA/SMK Sebesar 1:19.

1.02 [KESEHATAN + Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) mencapai 93,5 persen di

Tahun 2021 lebih rendah dari target
100 persen;

* Angka Kematian Bayi pada Tahun 2021

mencapai 0,013 yang bermakna setiap 1000

kelahiran hidup 1 orang bayi meninggal dunial

sebelum usia 1 Tahun.

Hingga Tahun 2021 Angka Kematian Balita per

1000 Kelahiran Hidup mengalami penurunan

menjadi 0,70. Hingga Tahun 2021, angka

kematian neo natal mencapai 0,81 atau 1 balital
kurang dari se Tahun yang meninggal. Padal

Tahun 2021 meningkat sangat signifikan

menjadi 10,05. Angka ini merupakan indikasi

belum optimalnya pelayanan kesehatan di

Kabupaten Morowali disisi ibu hamil sampai

kewilayah terpencil, proses kelahiran dan pascal

kelahiran

¢ Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran
hidup di Tahun 2021 mencapai 161 jiwa

* Meningkat meningkat dari 92 jiwa per 100.000
kelahiran hidup di Tahun 2014, Tahun 2021
angka kematian ibu adalah 0, yang artinya tidak
ada kasus kematian Ibu di Kabupaten Morowali.

¢ Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten
Morowali lebih tinggi dari UHH Sulawesi Tengah
tetapi lebih rendah dari UHH nasional yang padal
2021 masing-masing mencapai 68,07 tahun,
67,32 tahun dan 71,06 tahun; 68,45 dan tahun|
2021
meningkat menjadi 68,77.

e Walaupun persentase kasus balita gizi buruk

menurun dari 36 kasus pada Tahun 2013

menjadi 9 kasus di Tahun 2021, kasus bayi gizi

buruk berada pada kisaran 7-9 kasus hinggal

Tahun 2021, masalah ini masih menjadi

ancaman bidang kesehatan diKabupaten

Morowali;

Rasiodokter Tahun 2021 sudah mencapai

sebesar 0,60 atau 60, walaupun rasio dokter

telah melampaui rasio ideal yakni

32 dokter per 100.000 penduduk (rasioideal

Kemenkes 26 dokter per 100.000 penduduk),

namun penyebarannya belum merata masih

terkonsentrasi di Ibu kota Kabupaten;

Persalinan ibu hamil belum mencapai

rasiopersalinan oleh tenaga kesehatan yakni

88persen;

¢ Cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan
dari 80,30 persen di Tahun 2014 menjadi 12,59
persen di Tahun 2016;

e Setiap puskesmas pembantu melayani 28 desa
pada Tahun 2015 menjadi 26 desa tahun 2021.
Jumlah desa sebanyak 133 desa cakupan Pustu
juga tetap dengan 26,32. Rasio ini semakin baik]
namun, karena dua kecamatan di kepulauan
yakni Kecamatan Bungku Selatan dan Menui
Kepulauan, maka daya jangkau pustu menjadi
terbatas;

¢ Ada ibu hamil yang belum mendapat suplemen|
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bumil karena tidak melakukan kunjungan bumil
K4
Covid 19

1.03

BIDANG
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN
RUANG

Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten
Morowali masih rendah, hingga Tahun 2021
sebesar 13,30 Persen

Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
(>40Km/Jam) Dari 30,64 persen Tahun 2015
menurun menjadi 17,60 persen pada tahun
2021

Kualitas jalan antar desa yang kurang baik,
termasuk beberapa desa yang memerlukan
akses jalan baru khususnya pada wilayah
menui kepulauan dan BungkuSelatan.
Jalan menuju kantong produksi yang belum
optimal, bahkan sebagai kantong produksi
memiliki akses yang buruk

1.04

BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum
Layak Kabupaten Morowali periode waktu
2015-2021, mengalami perkembangan
berfluktuasi sampai Tahun 2021 sebesar 86,99
persen lebih rendah dari capaian tahun 2018.
Hal ini berarti masih ada 13,01 persen
penduduk Kabupaten Morowali belum dapat
menjangkau air bersih terutama diwilayah
Kepulauan Salabangka dan Menui Kepulauan;
Rasio Rumah Layak Huni (RLH) menurun dari
20,51 persen di Tahun 2013 menjadi 17,32
persen di Tahun 2021. Pada tahun 2021 telah
mengalami peningkatan yang drastic sebesar
186,94. Selain itu,realisasi ini diatas target;
Rasio elektrifikasi baik PLN maupun non PLN
meningkat dari 92,05 persen di Tahun
2021, Tahun 2021 meningkat menjadi 96,20
persen,namun sering mengalami pemadaman
setiap hari;

1.05

BIDANG
KETENTERAMANDA
N KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Gangguan Keamanan, Ketertiban

Masyarakat masih menjadi masalah umum di
Kabupaten Morowali;

Demonstrasi dan tuntutan pekerja terhadap
perusahan meningkat, sehingga mengangu
ketertiban umum.

Tindakan pengeboman ikan, pembiusan masih
menjadi masalah diKepulauan Salabangka dan
Kecamatan Menui Kepulauan;

Kejahatan siber patut di antisipasi;

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas) mengalami peningkatan dari 782 di
Tahun 2015 menjadi 975 di Tahun 2021.
Selanjutnya untuk Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,kein-
dahan) justru mengalami penurunan dari 20 di
Tahun 2015 dan Tahun 2021 sebesar 8.Untuk
indikator Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten/kota sampai dengan
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Tahun 2021 sebesar 5 meningkat dari Tahun
sebelumnya

e Sarana dan Prasarana pendukung dan
operasional Satpol PP dan Damkar belum

* Memadai dan jauh cukup.

1.06 |BIDANG SOSIAL * PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)
pada tahun 2018 sebesar 47.124
PMKS,mengalami peningkatan pada tahun
2021 sebesar 49.012 PMKS.

* Persentase PMKS yang tertangani tahun 2018
sebesar 35 persen dan tahun 2021 sebsar 45
persen. Dengan demikan masih banyak PMKS
yang belum tertangani

* Jumlah panti sosial yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha
bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya tahun 2021 sebanyak 7
Kelompok

* Persentase korban bencana yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
tahun 2021 sebanyak 100 persen

* Korban bencana bencana alam (Jiwa/KK)
tahun 2018 sebanyak 257 KK dan tahun 2021
sebanyak 383 KK

* Persentase penyandang cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak potensial yang telah
menerima jaminan sosial sebanyak 14 persen,
mengalami peningkatan pada tahun 2021
sebesar 38 persen, namun masih banyak
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial yang telah menerima
jaminan sosial yang belum menerima bantuan
sosial.

2. BIDANG URUSAN TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR

2.07 BIDANG TENAGA * Pada Tahun 2021 Angka Pengangguran terbuka

KERJA sebsar 3,03 persen. Namun, kondisi Tahun
2021 masih sedikit lebih baik dari capaian
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional dengan
TPT masing-masing sebesar 3,11 persen dan
5,23 persen. Pada Tahun 2020, persentase TPT
Kabupaten Morowali meningat cukup besar
menjadi 5,21 persen, Provinsi Sulawesi Tengah
meningkatmenjadi 3,77 persen dan
Nasional meningkat sebesar 7,07persen;

* Angka sengketa pengusaha-pekerjaper Tahun
(orang) sebanyak 30 Orang tahun 2018,
mengalami peningkatan pada tahun 2021
sebesar 56 Orang

e Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2018 sebesar
9,92, mengalami penurunan pada tahun 2021
menjadi 9,16;

* Belum adanya link andmatch antara
pendidikanTenaga Kerja dan kebutuhan dalam
bursa kerja dan industry yang berkembang;
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* Informasi bursa kerja terbatas;

* Tingkat pendidikan tenaga kerja lokal masih
rendah rata-rata berpendidikan SMP/MTs;

* Adanya bottleneck antara jumlah lapangan
kerja yang tersedia dengan pendidikan dan skiil
yang dimiliki calon tenaga kerja

2.08 |BIDANG * Persentase partisipasi perempuan di lembaga
PEMBERDAYAAN pemerintah pada tahun 2018 sebesar 11,46,
PEREMPUAN DAN mengalami penurunan pada tahun 2021
PERLINDUNGAN menjadi 10,19
ANAK * Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di

DPRD tahun 2021 sebesar 4 persen masih
sangat kecil.

* Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar0,50,
mengalami penurunan pada tahun 2021
menjadi 0,45

* Masyarakat masih melakukan doinggender
karena belum memahami secara jelas konsep
Gender

2.09 BIDANG PANGAN * Rasio Ketersediaan Pangan Utama pada tahun
2018 sebesar 199,26, mengalami mengalami
peningkatan signifikan pada tahun 2021
menjadi 216,27.

* Ketersediaan protein perkapita pada tahun
2018 sebesar 42,51, mengalami mengalami
peningkatan signifikan pada tahun 2021
menjadi 216,27

* Target produksi padi sawah pada Tahun 2021
yakni 47.796,98 ton belum tercapai, dimana
realisasi produksi hanya sebesar 44.672 Ton.
Sementara produksi tanaman pangan lainnya
memenuhi dan ada yang melebihi target;

e Walaupun realisasi produktivitas padi sawah
pada Tahun 2021 produktivitas padi sawah
melebihi target 4,93 ton/Ha (RPJMD Tahun
2018-2023) terealisasi 4,98 ton/Ha;

* Permintaan pangan khususnya beras
meningkat seiring pesatnya peningkatan
jumlah penduduk akibat masuknya tenaga
kerja dari daerah lain;

* Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan
pertambangan,permukiman dan komersial;

* Rendahnya pertumbuhan penyediaan
prasarana  irigasi pada  wilayah-wilayah
barudan potensial bagi peningkatan

ketersediaan pangan terutama padi;

* Keberlanjutan sistem produksi padi akibat
degradasi hutan dan lahan khususnya
dikawasan upstream (DASHulu) yang
berdampak kepada rapuhnya fungsi Hidrologi
kawasan DAS;

2.10 [BIDANG e Tumpang tindih antar penggunaan lahan

PERTANAHAN terutama antara lahan pertanian masyarakat

dengan penggunaan untuk pertambangan;
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* Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas
desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum
optimal;

* Penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal;

* Penetapan subyek dan obyek redistribusi
tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee lintas desa
dalam 1 (satu) daerah kabupaten belum
optimal;

* Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan
tanah kosong lintas desa dalam 1(satu) wilayah
Kecamatan belum optimal.

2.11 BIDANG * Tidak adanya target cakupan wilayah rawan
LINGKUNGAN bencana yang mendapat penyuluhan dan
HIDUP pelatihan simulasi penanganan bencana,;

* Terjadinya degradasi lingkungan  akibat
meningkatnya kegiatan pertambangan yang
mencemari air sungai dan lautun tuk kegiatan
perikanan;

* Menurunnya daya dukung dan daya tampung
lingkungan daratan (terutamahutan) dan
ekosistem perairan laut;

* Meningkatnya suhu udara, menipisnya
persediaan air dan perubahan cuaca akibat
berkurangnya daerah tangkapan air;

* Meningkatnya timbunan sampah di wilayah
perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang
tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan
prasarana persampahan yang memadai;

* Semakin menurunnya tutupan terumbu karang
akibat pemanfaatan sumber daya ikan yang
tidak sesuai anjuran.

* Kabupaten Morowali merupakan salah satu
wilayah di Sulawesi Tengah yang dilalui oleh
patahan (sesar) aktif yaitu sesar Matano
sehingga termasuk daerah rawan gempa;

2.12 [BIDANG * Kurangnya penduduk yang memiliki e-
ADMINISTRSI KTP,walaupun penduduk yang memliki KTP
KEPENDUDKAN meningkat penduduk berKTP persatuan
DAN PENCATATAN penduduk tahun 2018 sebesar 103.393;

SIPIL * Kurangnya penduduk yang memiliki Kartu
Keluarga;

* Kurangnya bayi yang memiliki akta kelahiran
Tahun 2015 sebanyak 22.412 bayi,kemudian
Tahun 2018 sebesar 8.146 bayi.

2.13 BIDANG * Spanof control dan spanof management wilayah
PEMBERDAYAAN pembinaan sangat luas Program Kesejahteraan
MASYARAKAT DAN Keluarga (PKK) belum sebanding dengan
DESA minimnya pembiayaan;

* Data kelompok binaan belum dimuktahirkan
sehingga menyulitkan pembinaan oleh Tim
Penggerak PKK;

LEPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023



* Fasilitas pembinaan PKK ditingkat kecamatan
masih terbatas;

* Masyarakat mempunyai pola pikir bahwa
posyandu adalah milik Dinas Kesehatan, bukan
milik masyarakat sehingga tanggung jawab
operasionalnya  diserahkan pada  Dinas
Kesehatan Kabupaten Morowali

2.14 BIDANG * Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali
PENGENDALIAN pada tahun 2018 sebesar 80,05 persen, pada
PENDUDUK DAN tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 79,08
KELUARGA persen
BERENCANA * Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah usia 15-49 pada tahun
2018 sebesar 69,51 persen,namun pada tahun
2021 terjadi penurunan menjadi 65,75 persen.

* Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP) pada tahun 2018 sebesar
12,64 persen, namun pada tahun 2021 terjadi
peningkatan menjadi 15,33 persen

* Minimnya pemahaman penduduk atas makna
program Keluarga Berencana;

* Terbatasnya Tenaga Penyuluh KB di wilayah
terpencil dan kepulauan pada Kecamatan
Bungku Selatan dan Menui Kepulauan,;

* Terbatas akses masyarakat miskin dan
diwilayah terpencil pada Program KB.

2.15 BIDANG * Terbatasnya Sumber daya Manusia dan

PERHUBUNGAN Peralatan Uji KIR;

* Minimnya fasilitas pelabuhan laut,terminal
bus, bandara Morowali;

e Terbatasnya rambu-rambu lalu-lintas pada
daerah rawan lakalantas;

* Rasio izin trayek di bawah target yakni
mencapai 15 poin di Tahun 2021 pada tahun
2021 meningkat mencapai 17 poin.

2.16 BIDANG * Sebagian wilayah sulit diakses layanan
KOMUNIKASI DAN telekomunikasi
INFORMATIKA * Masih adanya wilayah desa blank-spot

Jaringan Komunikasi khususnya diwilayah
pegunungan dan pulau- pulau.

* Belum optimalnya penggunaan website sebagai
sarana dan prasarana Komunikasi dan
informasi.

* Anggaran yang terbatas di dalam penyiapan
infrastruktur tower BTS dan akses jaringan
internet pada wilayah terpencil.

2.17 BIDANG KOPERASI,| * Persentase koperasi aktif terjadi fluktuasi

USAHA KECIL, DAN setiap tahunnya dimana capaianya 28 persen

MENENGAH di Tahun 2021, pada tahun 2018 meningka
tsebesar 30,77 persen,namun Pada tahun 2021
terjadi penurunan sebesar 22,56persen

* Minimnya pendampingan terhadap
pengembangan koperasi;

* Minimnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam
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mendorong pertumbuhan ekonomij;
* Terbatasnya akses modal bagi UKM,;
* Terbatasnya akses informasi pasar bagi UKM;

* Terbatasnya interkoneksi dengan
Kawasan Industri yang ada
2.18 [BIDANG * Infrastruktur baik transportasi maupun energi
PENANAMAN dalam mendukung penanaman modal masih
MODAL terbatas;

e Sektor penanaman modal masih terfokus pada
industri ekstraksi berbasis sumber daya alam
khususnya pertambangan;

¢ Promosi investasi belum memadai;

e Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA) (Juta) pada tahun 2018 sebanyak
111 investor,namun pada tahun 2021 terjadi
penurunan menjadi 57 Investor;

* Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA) pada tahun 2018 realisasi
investasi sebesar US$ 89,6 Milyar,pada tahun
2021 terjadi penurunan nilai investasi menjadi
US$25,8 Triliun

2.19 [BIDANG * Data jumlah organisasi kepemudaan, kegiatan
KEPEMUDAAN organisasi kepemudaan, sarana dan prasarana
DANOLAHRAGA penunjang kegiatan kepemudaan masih

terbatas;

* Kontribusi organisasi kepemudaan serta
koordinasi organisasi kepemudaan dalam
pembangunan daerah masih terbatas;

e Jumlah prasarana olahraga belum memadai;

* Sinkronisasi perencanaan kegiatan olahraga
belum memadai.

2.20 BIDANG STATISTIK | * Beberapa publikasi penting bagi Kabupaten
Morowali belum ada dan belum dijadikan
kegiatan rutin yang dikerjasamakan dengan
pihak badan Pusat Statistik seperti PDRB
sembilan Kecamatan baik pendekatan lapangan
usaha maupun penggunaan, Indeks Gini,
NTP (tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan), NTPN elayan, dan lain-lain.

* Terintegrasinya Sistem Data statistik belum
terintegrasi dan termanfaatkan dengan baik di
dalam pengambilan keputusan.

2.21 BIDANG * Anggaran mendukung persandian sangat

PERSANDIAN terbatas.

* Sampai dengan tahun 2020 belum adanya
tenaga sandiman di kabupaten Morowali

* Keamanan data dan informasi daerah sangat
diperlukan didalam menjalankan pemerintahan
termasuk keamanan tanda tangan pejabat
daerah menghindari pemalsuan.

2.22 BIDANG * Alokasi anggaran bagi kegiatan kebudayaan

KEBUDAYAAN masih minim;

e Sumber Daya Manusia dan sarana-prasarana
kegiatan kebudayaan baik ditingkat kabupaten
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maupun kecamatan masih minim;
* Identifikasi dan riset situs kebudayaan belum

dilakukan
2.23 BIDANG * Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun
PERPUSTAKAAN 2018 realisasi sebanyak 10.244 pengunjung,

padatahun 2021 terjadi penurunan jumlah
pengunjung menjadi 3.510 pengunjung.
2.24 BIDANGKEARSIPAN| * Minat baca masyarakat masih minim yang

disebabkan minimnya koleksi buku
diperpustakaan,;

* Sarana dan prasarana pendukung
perpustakaan masih belum memadai;

* Belum dilakukannya identifikasi

perpustakaan tingkat komunitas;

* Sarana dan prasarana pendukung kegiatan
kearsipan masih belum memadai;

* Pengelola kearsipan masih terbatas;

* Tradisi Tata Kelola arsip daerah belum

dibudayakan
3. URUSAN PILIHAN
3.27 |[PERTANIAN * NTP belum mencapai nilai 100
* Menurunya kontribusi sektor
Pertanian terhadap PDRB
* Masih rendahnya kemampuan

kelompok tani

* Belum optimalnya peran PPL Pertanian dalam
peningkatan SDM petani,produksi dan
pemasaran hasil pertanian

* Kualitas-Produk pertanian masih rendah

e Terbatasanya Sarana Prasarana Produksi

Petani Seperti Modal Usaha, Alsinta,

Pupuk/Obat- obatan Terbatas

Nilai Tambah Produk Pertanian Rendah

Kegagalan budi daya rumput laut,

Menurunnya hasil perikanan tangkap,

Lemah daya tawar nelayan,

alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan

pertambangan, permukiman dan niaga;

* rendahnya penyediaan irigasi pada daerah
baru;

3.25 [BIDANG KELAUTAN| * Masih rendahnya kesejahteraan nelayan.

DAN PERIKANAN * Kewenangan kabupaten didalam pengelolaan
kelautan dan perikanan sangat terbatas.

* Sarana dan prasarana alat tangkap ikan bagi
nelayan terbatas.

* Anggaran didalam mendukung pengembangan
perikanan terbatas

* Pengembagan rumput laut  masih
belum optimal.

* Potensi perikanan tangkap kabupaten
morowali cukup besar

¢ Kurangnya optimalnya  pelestarian

dan pengawasan lingkungan perikanan
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3.26 BIDANG e Masih rendahnya kontribusi PAD
PARIWISATA sector pariwisata terhadap APBD Kabupaten
* Belum optimalnya  penataan daya
Tarik Wisata(DTW)
* Belum terintegrasi  pemasaran destinasi
pariwisata antar daerah sesuai potensi
3.30 [BIDANG * Masih rendahnya akses permodalan
PERDAGANGAN bagi Pedagang/UsahaMikro/informal
* Program Pengembangan UMKM
3.31 BIDANG * Pertumbuhan Industri pada tahun 2018 hanya
PERINDUSTRIAN minus 13,41 sementara pada tahun 2021

mamputumbu hpada 8,26.

* Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB
berdasarkan ADHB pada tahun 2018 6,91,
pada tahun 2021 mampu tumbuh pada 6,91
dimana lebih rendah pada Tahun sebelumnya.

3.32 BIDANG e Tidak adanya pembangunan Permukiman

TRANSMIGRASI Transmigrasi Baru dari Tahun 2014-2021.

e Diperlukan Penyiapan Pembangunan dan
Pembinaan Kawasan Permukiman Transmigrasi

Baru
4. URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG
4.01 [SEKRETARIAT * Reformasi Birokrasi belum berjalan maksimal.
DAERAH * Nilai SAKIP Pemerintah Masih dalam Katagori
Rendah
* Perlu adanyapeningkatan Kinerja

Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan
Administrasi Kewilayahan Belum terbangunnya
Fasilitasi Kerjasama Daerah

* Masih terbatasnya aparatur UKPBJ

e Terbatasnya Aparatur Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/JasaPemerintah
(JF-PPBJ).

e Masih diperlukan peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan dalamm Pengelola
pengadaan barang/jasa

* Belum stabilnya harga komoditi pertanian dan
kebutuhan pokok masyarakat

* Perlu adanya pengembangan Aparatur yang
Profesional, Adaptif dan responsif.

* Perlu adanyapeningkatan Kinerja
Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi
kelembagaan, kewenangan, penyusunan SOP
dan Penerapan Standar Pelayanan minimal.

* Belum optimalnya kordinasi penyebarluasan
informasi pemerintahan dan pembangunan

daerah
4.02 |[SEKRETARIAT * Belum optimalnya  capaian Ranperda
DPRD yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.
5.01 [PERENCANAAN * Masih rendahnya ASN yang memiliki

kompetensi dibidang perencanaan
* Dokumen perencanaan belum singkron
* Pengolahan data dan informasi pembnagunan
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daerah belum optimal.
* Koordinasiperencanaan masih perlu

ditingkatkan
5.02 [KEUANGAN * Kurang optimalnya capaian pendapatan
PAD.

* Alokasi anggaran untuk pencapaian target
pembangunan sulit tercapai karena situasi

pendemi covid yang mengharuskan
refocusing anggaran.
5.03 [KEPEGAWAIAN ¢ Belum optimalnya  penegakan hukuman
disiplin ASN.
5.04 [PENDIDIKAN DAN * Belum optimalnya capaian aparatur yang
PELATIHAN mengikuti diklat struktural Fungsional dan
teknis
5.05 [PENELITIAN DAN * Masih rendahnya hasil penelitian dan
PENGEMBANGAN pengembangan yang dimanfaatkan
6.01 [INSPEKTORATDAER| * Masih kurangnya tindak lanjut temuan
AH pemeriksaan internal
* Kurangnya aparatur pemeriksa yang
profesional dan berkualitas auditor
7.01 [KECAMATAN * Belum optimalnya pelaksanaan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada
kecamatan.

e Infrastruktur pendukung pelayanan publik
dikecamatan belum memadai

8.01 [KESATUAN * Kurangnya Cakupan Sekolah, Ormas,
BANGSA DAN dan keagamaan yang memperoleh
POLITIK pengembangan wawasanke bangsaan.

* Belum optimalnya  cakupan Pendidikan

politik masyarakat.

* Belum mantapnya pendidikan karakter,budi
pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan.

* Belum optimalnya  peran keluarga
dalam pembangunan karakter bangsa

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan. Dasar

aturan yang menjadi acuan adalah RPJPD dengan memperhatikan
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permasalahan pembangunan di Kabupaten Morowali Visi dan Misi
yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Percepatan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang
sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat berdasarkan faktor endowment yang dimiliki oleh
masing-masing daerah, seyogyanya didukung oleh perencanaan
yang sistematis dan terstruktur serta pelibatan seluruh masyarakat
secara partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah merupakan
rangkaian proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam
memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara
efisien, efektif dan berdaya guna.

Implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila
didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan
tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah
direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep
perencanaan. Visi merupakan tonggak tujuan yang memberi arah
kepada semua pemangku kepentingan dalam menyusun program
dan kegiatannya masing-masing. Di lain pihak, Misi merupakan
cara bagaimana mewujudkan Visi. Oleh karena itu, perencanaan
pembangunan harus realistis, disusun dan dirumuskan secara
rinci disertai dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan
pembangunan yang ditetapkan.

Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang
kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun
mendatang, secara obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran
dan kelayakan untuk diwujudkan dalam situasi, kondisi dan
kapasitas sumber daya daerah yang tersedia. Pengerahan dan
pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis

tersebut dimaksudkan guna menjawab isu-isu strategis dan
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permasalahan yang dihadapi daerah, sehingga pemerintahan dan
pembangunan daerah dapat terselenggarannya secara
berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali 2018-2023 tidak
merubah Visi dan akan tetapi melakukan penyempurnaan,
penyelarasan dan penajaman misi berdasrkan hasil evaluasi paruh
waktu jalannya RPJMD Misi yang diemban sulit diukur karena
setiap Misi memuat banyak tujuan dan sasaran yang berbeda satu
dengan lainnya sehingga tidak menurun (cascading) sehingga
dalam 3 (tiga) tahun mendatang sampai akhir periode
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali perlu dilakukan
penyelarasan.

Eksistensi Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang
tertuang dalam Perubahan RPJMD juga merupakan konsepsi dasar
dari suatu tatanan kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat
menjadi daya pendorong dan daya ungkit (leverage) bagi seluruh
komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih
baik di masa mendatang. Dalam menentukan arah pembangunan
daerah yang bersifat strategis harus menggambarkan tujuan yang
ingin dicapai dari pengelolaan manajemen pembangunan dan
penyelenggaraan  pemerintahan daerah dalam  melakukan
pemberdayaan masyarakat, menyatukan persepsi, interpretasi dan
komitmen seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan berbagai elemen
masyarakat secara partisipatif, dengan mempertimbangkan potensi
daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang
dihadapi serta isu-isu strategis baik skala daerah, nasional dan
global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-
RPJMD). Mengacu pada RPJPD Kabupaten Morowali dan Visi dan
Misi Bupati/Wakil Bupati yang disusun atas dasar kondisi obyektif
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kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Kabupaten Morowali 2018—-
2023 yang telah ditetapkan tidak mengalami perubahan sebagai
berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN

MOROWALI YANG SEJAHTERA BERSAMA”

Sebagai harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh
Kabupaten Morowali 5 (lima) tahun ke depan, pada hakekatnya
Penjabaran Visi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:

Masyarakat : merupakan sekelompok orang atau warga yang
membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), yang
sebagian besar masyarakat berinteraksi antara individu-individu
yang berada dalam kelompok tersebut, atau dengan kata lain
masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu
dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Morowali : adalah kesatuan wilayah dan masyarakat
Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Poso
berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan,
termasuk sarana dan prasarana serta kelembagaan yang
dipisahkan dari kabupaten induk. Sebagai daerah otonom, maka
Kabupaten Morowali dalam kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan
suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua

potensi yang dimiliki.

LEPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023



Sejahtera : Gambaran masyarakat kabupaten Morowali yang
terpenuhi kebutuhan dasar meliputi : Sandang, pangan, papan dan
memperoleh pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan secara
layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap
tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.

Bersama : Dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang
memiliki kesetaraan Dalam hak dan kewajiban sebagai warga
Negara untuk memanfaatkan Segala potensi dan sumber daya yang
dimiliki daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta
menikmati hasil-hasil pembangunan.

Visi Kabupaten Morowali yang tertuang dalam P-RPJMD
Periode 2018-2023 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang
dalam RPJPD Kabupaten Morowali 2005-2025, yaitu “Morowali
Sejahtera Bertumpu pada Agribisnis”. Kabupaten Morowali
sebagai dicirikan dengan kondisi geografis wilayah daratan yang
memiliki basis pada sumber daya alam yang potensial sebagai
keunggulan daerah, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan
secara optimal guna meningkatkan daya saing di bidang agribisnis
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali.
Adapun makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Agribisnis dikaitkan dengan pertanian dalam arti luas dan
kegiatan atau sektor yang menunjang pengembangan sektor
pertanian;

2. Agribisnis dikaitkan juga dengan menjadikan Kabupaten
Morowali menjadi lumbung pangan (“Si’E”);

3. Agribisnis diartikan juga dengan kegiatan jasa termasuk
pariwisata;

4. Letak geografis potensi sumberdaya alam mendukung sebagai

pusat pertumbuhan di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah.
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b. Misi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

Misi adalah rumusan umum atau pernyataan tentang apa
yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin
terwujudnya visi yang telah ditetapkan. melakukan
penyempurnaan, penyelarasan dan penajaman misi berdasrkan
hasil evaluasi paruh waktu jalannya RPJMD Misi yang diemban
sulit diukur karena setiap Misi memuat banyak tujuan dan sasaran
yang berbeda satu dengan lainnya sehingga tidak menurun
(cascading) sehingga dalam 3 (tiga) tahun mendatang sampai akhir
periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali perlu
dilakukan penyelarasan.

Penajaman rumusan misi Perubahan RPJMD disusun
sedemikian rupa sejalan dengan VIsi dan Misi RPJMNas tahun
2020-2024, untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian
tujuan dan sasaran berikut indikatornya serta arah kebijakan yang
akan ditempuh untuk mewujudkan Visi daerah. Rumusan misi
tersebut sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi
terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan tahapan dan prioritas program dan kegiatan yang
telah ditetapkan.

Oleh karena pentingnya pernyataan misi, maka dalam
penyusunannya perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan
baik internal maupun eksternal, sebagai acuan dalam perumusan
strategi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam langkah-langkah
kerja atau tahapan pencapaian tujuan, yang dituangkan dalam
program dan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024. RPJM
Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian
RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah
daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam

RPJM Nasional. disamping itu ketentuan Permemdagri 86 tahun
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2017 Pasal 160 huruf (ff Daerah Mempedomani RPJMN dalam
penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara Menyelaraskan
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan Program
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Sasaran, Agenda
Pembangunan, Strategi, Arah Pengembangan Wilayah, Dan
Program Strategis Nasional Dengan Memperhatikan Kewenangan,
Kondisi, Dan Karakteristik Daerah;

Sebagai penjabaran dari visi Kabupaten Morowali yang

tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Morowali Periode 2018-2023,
maka misi dirumuskan kembali berdasarkan FGD Bersama
Pimpinan Daaerah, masukkan melalui konsultasi publik dan forum
konsultasi Perangkat Daerah (Forum OPD) sebagai berikut :
Misi 1: Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih
Melalui Peningkatan  Kapabilitas, Profesionalitas Dan
Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai-
Nilai Kebenaran Dan Keadilan.

Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur sipil
negara (ASN), sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan
berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan
kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan
berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Peningkatan
sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai
pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapabilitas
dan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis
Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara
efisien,efektif dan akuntabel.

Misi 2: Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA),
Pengembangan UMKM, IKM, Koperasi Dan BUMdes Untuk
Mencapai Kesajahteraan Bersama.

Misi ini, dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan

Sumber Daya Alam dengan menciptakan iklim investasi yang

kondusif berbasis kelestarian alam dan lingkungan, mendorong
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peningkatan proses nilai tambah pada berbagai sektor ekonomi
melalui pelibatan UKM, Koperasi, dan Korporasi guna
meningkatkan PAD, penyerapan tenaga kerja lokal dan melindungi
hak-hak pekerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Misi ini
juga dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan produksi dan
ketahanan pangan melalui peningkatan dan pengembangan
infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
kemudahan modal wusaha dan pengembangan TTG guna
peningkatan produktivitas masyarakat, serta terciptanya kepastian
harga dan ketersediaan pasar bagi produksi pangan daerah.

Misi 3: Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang
Berkualitas Melalui Pembiayaan  Gratis, Berlandaskan
Kehidupan Masyarakat Yang Beriman Dan Bertagqwa, Sehingga
Tercipta Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan SDM
yang cerdas, kreatif dan bertaqwa, sehingga memiliki daya saing
dan inovatif, melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang
berkualitas, pendidikan gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan dan penambahan
sarana pendidikan serta pemberian beasiswa. Misi ini juga
dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan
kesehatan melalui pelayanan kesehatan gratis, peningkatan
kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan,
penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan obat serta mendorong
partisipasi masyarakat untuk hidup sehat, sehingga menciptakan
keindahan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Pada sisi lain misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan
suasana kehidupan masyarakat yang beriman dan bertagwa
sehingga tercipta Bab V - 8 tatanan masyarakat yang menjunjung
kerukunan hidup antar umat beragama, menjamin ketertiban dan
keamanan bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya
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peningkatan pembinaan keagamaan, peningkatan sarana dan
prasarana ibadah serta penguatan forum dialog lintas agama.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui
Peningkatan Infrastruktur Daerah, Sehingga Mengurangi
Kesenjangan Wilayah Dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat
Yang Harmonis Dan Bahagia.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan
kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan
bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih,
listrik, perumahan dan olahraga. Misi ini juga dimaksudkan untuk
mengembangkan seni dan budaya dalam = mendukung
pengembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Morowali,
sebagai bagian dari wupaya untuk meningkatkan aktivitas
perekonomian daerah.

Misi 5: Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Dan
Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan
Iklim Dan Bencana.

Meningkatkan  kualitas hidup masyarakat melalui
peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup berkelanjutan.
Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan
ketahanan masyarakat menghadapi bencana dan Meningkatnya
kemampuan  pengelolaan  lingkungan  berkelanjutan  dan
ketangguhan daerah menghadapi bencana. Pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting
baik secara global maupun nasional dan daerah Kabupaten
Morowali khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya
dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana
banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini
seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah
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berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim,
pemeliharaan ekosistem darat dan laut.

Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air
bersih dimasa yang datang disebabkan oleh terganggunya kawasan
tangkapan air/catchment area, pencemaran, eksploitasi air tanah
oleh industri dan pemanfaatan kawasan hutan untuk eksplotasi
pertambangan. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan
daya tampung lingkungan sehingga Pemerintah menempatkan
mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan, dan meningkatkan
ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim dan bencana
menjadi prioritas misi untuk mempersiapkan warisan lingkungan
yang berkelanjutan pada generasi mendatang.

Keterkaitan Visi dan Misi dalam P-RPJMD Kabupaten
Morowali Periode 2018-2023 dengan Visi Masyarakat Morowali yang
Sejahtera Bersama dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu
tatanan masyarakat secara kolektif, yang maju di segala bidang
sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin
yang dicapai melalui pemanfaatan seluruh sumber daya secara
swadaya dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara
aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Kesejahteraan bersama
dapat dimaknai di samping kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan hidup juga memiliki harkat kemanusiaan dan harga
diri, yang tercermin dari hilangnya berbagai bentuk diskriminasi
dan ketidakadilan melalui pembagian kegiatan dan hasilhasil
pembangunan secara merata sesuai potensi masing-masing, yang
pada gilirannya mampu menurunkan kesenjangan antar wilayah
dan antar kelompok masyarakat, sehingga akan terwujud suatu
tatanan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi
sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya
kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan

penghasilan yang memadai, serta terbangunnya suasana
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kehidupan masyarakat yang dan menjunjung tinggi nilai-nilai

ketagwaan. Indikator tercapainya kondisi masyarakat sesuai

dengan Visi daerah tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui
tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif berdasarkan
nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang diimplementasikan
pada pemberian pelayanan secara merata dan akuntabel,
dengan dukungan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
dan merata di seluruh wilayah, serta penerapan teknologi dalam
pengelolaan dan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang
terangkum dalam IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang terus
meningkat. Dengan demikian survey tentang IKM harus
dilaksanakan setidaknya pada tahun pertama, ketiga dan kelima
dari masa perencanaan,;

2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai
gambaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang
tercermin dari meningkatnya kualitas dan pemerataan
pendidikan, meningkatnya pelayanan dan derajat kesehatan,
serta daya beli masyarakat;

3. Menurunnya angka kemiskinan, sebagai cerminan semakin
meningkatnya perekonomian masyarakat, meningkatnya secara
signifikan produksi pertanian dan nelayan dibarengi dengan
stabilitas nilai tukar petani dan nelayan;

4. Menurunnya angka kriminalitas sebagai wujud semakin
meningkatnya nilai-nilai ketagwaan, kokohnya kerukunan
kehidupan beragama dan pelestarian budaya yang kesemuanya
memberikan arahan untuk saling harga menghargai baik antar
pemeluk agama maupun antar golongan masyarakat. Indikator
keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
adalah :

a. Tersedianya jaringan air bersih, jaringan listrik secara merata

ke seluruh pelosok;
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b. Tersedianya fasilitas olahraga dan lembaga seni budaya;

c. Tersedianya rumah layak huni bagi keluarga miskin;

d. Terbangunnya destinasi wisata melalui pengembangan obyek
wisata dan promosi kepariwisataan yang dilakukan secara
intensif melalui penyusunan profil dan dokumen rencana
pengembangan pariwisata daerah;

e. Pengembangan ekonomi kreatif dalam menunjang daya tarik
wisata dengan memanfaatkan keunikan budaya lokal dalam
merespon perubahan motif wisatawan dari motif alam ke
motif budaya. Kesemuanya akan terukur dengan
meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan baik Wisatawan

Nusantara maupun Wisatawan Manca Negara.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan
jangka menengah yang telah ditetapkan Dalam Dokumen RPJD,
maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan
pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Tema atau
fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali dalam rangka pencapaian target
sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema
tahunan pada RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran
pencapaian Visi Misi RPJMD bersifat tahunan dan tema
pembangunan RKPD yang sudah berjalan tahunan. adapun tema

pembangunan selama S (Lima) tahun yaitu :

1 Tahun 2019 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur
Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Yang
Merata dan Berkeadilan

2 Tahun 2020 : Pembangunan Sumber Daya Manusia yang

berkualitas melalui Peningkatan Akses dan
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Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
secara Merata dan Berkeadilan
3 Tahun 2021 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui
Peningkatan = SDM, Penyediaan  Sarana
Produksi, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan
Peningkatan Infrastruktur Menuju Morowali
Sejahtera Bersama
4 Tahun 2022 : Pemulihan Sosial Ekonomi Daerah Menuju
Morowali Yang Sejahtera Bersama
5 Tahun 2023 : Memantapkan Kesejahteraan Bersama Dengan
Majukan Infrastuktur Dan Pelayanan Publik
Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Morowali Tahun 2023 diharapkan mendukung Prioritas
Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional.
Tahun 2023 juga merupakan tahun akhir dari pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Morowali tahun 2018-2023 sehingga Pemerintah
Daerah perlu menetapkan prioritas untuk mencapai target-target
yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi misi Bupati terpilih.
Program Prioritas Tahun 2023 yang mendukung Prioritas

Pembangunan termuat pada tabel berikut ini :
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Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Morowali

Tabel 1.12

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat;an/ Sub
Kegiatan Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 1;‘:;231?:: Target | Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 180,770,452,770 330,422,169,488 332,681,560,875 270,486,804,413
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
1 PEMERINTAHAN pemerintahan yang 100 % 100 % 119,349,465,330 187,007,312,292 166,106,339,320 100 % 122,663,400,000
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
Tingkat parsitipasi
PROGRAM warga negara usia 13 -
1 PENGELOLAAN 15 tahun yang 98 % 98 % 57,958,647,760 | 138,934,724,121 | 162,109,968,480 | 98 % 143,173,404,413
PENDIDIKAN berpartisipasi dalam
Pendidikan menengah
pertama
PROGRAM Persentase sekolah
1 PENGEMBANGAN yang menerapkan 98 % 98 % 116,419,710 541,343,140 526,043,140 | 98 % 150,000,000
KURIKULUM Mulok TK/RA. SD/MI
dan SMP/MTs
PROGRAM PENDIDIK Persentase sekolah
yang menerapkan o o o
1 DAN TENAGA 98 % 98 % 3,345,919,970 3,938,789,935 3,939,209,935 | 98 % 4,500,000,000
KEPENDIDIKAN Mulok TK/RA. SD/MI
dan SMP/MTs
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN

PELAYANAN DASAR
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

22

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEBUDAYAAN

1,948,797,840

7,208,842,900

7,291,088,278

2,060,000,000

22 | 2

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

Persentase
Kebudayaan Daerah
yang di Kembangkan

100 %

100 %

1,055,080,250

6,315,125,310

6,397,685,638

100 %

1,060,000,000

22 | 5

PROGRAM
PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA

Persentase Cagar
Budaya yang
dikestarikan

100 %

100 %

893,717,590

893,717,590

893,402,640

100 %

1,000,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

92,490,544,486

93,814,997,881

134,597,083,885

90,873,720,920

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Kegiatan

100 %

100 %

90,890,544,705

92,744,998,068

129,650,170,333

100 %

89,497,720,920

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Pelayanan Kesehatan

100 %

100 %

1,599,999,781

1,069,999,813

4,946,913,552

100 %

1,376,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

11,305,883,099

23,153,319,039

23,981,784,633

13,180,558,507

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase
Pemenuhan
Administrasi
Perkantoran

100 %

100 %

8,987,866,735

20,657,745,526

21,475,113,814

100 %

10,490,558,507

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian Ibu
(AKI)

0 %

0 %

2,080,256,364

2,440,763,513

1,997,608,819

0 %

2,440,000,000

PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

Rasio Tenaga
Kesehatan terhadap
jumlah penduduk

90 %

90 %

237,760,000

54,810,000

509,062,000

90 %

250,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

77,229,983,949

119,165,710,525

122,137,299,009

66,510,626,319

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase urusan
penunjang
pemerintahan yang
dilaksanakan

100 %

100 %

56,388,201,679

87,537,429,636

89,763,986,480

100 %

39,575,626,319
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 % 0.0 %

20,518,857,320

28,233,017,029

28,990,278,919

0.0 %

26,535,000,000

PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

Rasio Tenaga
Kesehatan terhadap
Jumlah Penduduk

50 % 50 %

38,950,000

1,193,217,080

1,184,843,430

50 %

50,000,000

PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

Presentase Sarana
Apotek. Toko Obat.
Toko Alkes. Optikal.
UMOT. IRTP dan TTU
Mamin yang
memenuhi Standar

90 % 90 %

148,535,000

547,255,380

547,255,180

90 %

200,000,000

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

Indeks Keluarga sehat

10 - 10 -

135,439,950

1,654,791,400

1,650,935,000

10 -

150,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

14

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

286,732,610

4,084,141,898

4,342,508,691

500,000,000
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat‘:m/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Target | Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM Cakupan ketersediaan
14 | 2 | PENGENDALIAN data bangga kencana 100 % 100 % 99,999,190 1,706,355,018 1,964,790,481 | 100 % 150,000,000
PENDUDUK
Menurunnya angka
PROGRAM kelahiran menurut
14 | 3 Eéfgﬂza“ f:é‘ﬁ%:eum“r 15-19 0% 0% 99,999,620 99,999,320 99,990,650 | 0 % 200,000,000
BERENCANA (KB) SpeciicFertility Ratio
(ASFR) 15-19 tahun
Presentase
PROGRAM Pendapatan Ekonomi
PEMBERDAYAAN Keluarga melalui
14 | 4 | DAN PENINGKATAN Kelompok Usaha 65 % 65 % 86,733,800 2,277,787,560 2,277,727,560 65 % 150,000,000
KELUARGA Peningkatan
SEJAHTERA (KS) pendapatan keluarga
sejahtera (UPPKS)
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
2 PEMERINTAHAN 1,255,621,491 2,052,922,331 2,078,088,183 251,124,298
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
2 | 2 | R DAN | angka &;‘g?tlaﬂ 0.0 % 0.0 % 1,255,621,491 2,052,922,331 2,078,088,183 | 0.0 % 251,124,298
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

732,841,000

1,760,751,660

2,128,647,971

1,200,000,000

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

732,841,000

1,760,751,660

2,128,647,971

0.0 %

1,200,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

825,641,805

1,478,595,055

1,648,421,810

1,200,000,000

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

825,641,805

1,478,595,055

1,648,421,810

0.0 %

1,200,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

1,095,540,200

1,936,004,200

1,945,312,100

1,100,000,000
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

1,095,540,200

1,936,004,200

1,945,312,100

0.0 %

1,100,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

1,120,698,440

1,934,488,967

2,076,056,256

1,150,000,000

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

1,120,698,440

1,934,488,967

2,076,056,256

0.0 %

1,150,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

1,882,832,744

2,876,152,592

3,006,235,908

1,950,000,000

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

1,882,832,744

2,876,152,592

3,006,235,908

0.0 %

1,950,000,000

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

1,195,939,706

1,956,889,106

1,873,923,032

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

1,195,939,706

1,956,889,106

1,873,923,032

0.0 %

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

1,172,026,464

1,920,594,964

1,977,355,508

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

1,172,026,464

1,920,594,964

1,977,355,508

0.0 %

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

1,350,318,594

2,271,766,706

2,468,081,501

1,400,000,000

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

1,350,318,594

2,271,766,706

2,468,081,501

0.0 %

1,400,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

397,277,020

1,467,084,227

1,535,105,977

1,000,000,000

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

397,277,020

1,467,084,227

1,535,105,977

0.0 %

1,000,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

317,042,200

920,976,115

1,222,073,492

400,000,000

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target Pagu Indikatif

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Angka Kematian
Balita (AKB)

0.0 %

0.0 %

317,042,200

920,976,115

1,222,073,492

0.0 % 400,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG

69,694,022,707

319,700,784,626

322,481,557,179

272,920,833,643

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase urusan
penunjang pemerintah
yang dilaksanakan

41.7 %

41.7 %

9,978,243,160

11,058,238,358

12,396,834,373

41.7 % 11,454,018,318

PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(SDA)

Rasio luas daerah
irigasi kewenangan
kabupaten/kota yang
di layani oleh jaringan
irigasi

3.6 %

3.6 %

8,800,754,090

23,150,571,803

23,850,571,803

3.6 % 9,083,115,325

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN AIR
MINUM

Persentase jumlah
rumah tangga yang
memperoleh layanan
pengolahan air minum
layak

6.4 %

6.4 %

11,374,264,793

6,736,171,871

6,936,171,871

6.4 % 660,000,000

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 L) P2 g Target Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN )
SISTEM DAN Persentase Sistem
3 | 4 | PENGELOLAAN Pengelolaan 20 % 20 % 300,000,000 0 o| 20% 360,000,000
PERSAMPAHAN Persampahan Regional
REGIONAL
PROGRAM
3| s gggggh‘;ﬁ%g‘m Isr;‘ﬁlt‘:ﬁuahtas 832% | 832% 1,000,000,000 300,000,000 300,000,000 | 8.32 % 1,150,000,000
SISTEM AIR LIMBAH
PROGRAM Mot Trotons dan®
3 | 6 | pEnoTLOLAAN BN | Drainase/Saluran 14.92% | 14.92 % 8,018,828,154 9,066,035,046 9,166,035,046 | 0 6,300,000,000
SISTEM DRAINASE | Lembuangan Air
(Minimal 1.5 m)
Persentase bangunan
PROGRAM gedung
3 | 8 | PENATAAN pemerintah /fasilitas 4.92 % 4.92 % 6,499,999.998 | 32,318,824,118 | 32,418,824,118 | 4.92 % 650,000,000
BANGUNAN GEDUNG umum dalam kondisi
baik
PROGRAM
PENATAAN Persentase Penataan
3 | 9 | BANGUNAN DAN Bangunan dan 1000 1000 123,167,650 120,217,000 286,576,500 | 100 0 435,225,950
LINGKUNGANNYA Lingkungannya
PROGRAM Persentase Jalan 11.14
3 | 10 | PENYELENGGARAAN jaan 11.14% | 11.14 % 22,941,583,758 | 236,168,960,240 | 236,311,137,278 : 242,000,000,000
JALAN dalam kondisi baik %
FrocmAl Raso rovyens
3 | 11 | PENGEMBANGAN - Ja tg 3% 3% 141,506,764 141,506,764 141,506,764 | 3 % 250,000,000
JASA KONSTRUKSI | Pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM Presentase Ketaatan
3 12 | PENYELENGGARAAN terhadap RTRW (%) 18.89 0 18.89 0 515,674,340 640,259,426 673,899,426 | 18.89 0 578,474,050
PENATAAN RUANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
4 PERUMAHAN DAN 40,948,294,508 64,525,487,054 68,479,980,298 7,947,201,620
KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Persen.tase urusan
4 | 1 penunjang pemerintah | 100 % 100 % 5,792,411,546 5,751,838,476 6,085,608,913 | 100 % 1,192,466,290
PEMERINTAHAN .
DAERAH yang dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan dan
PROGRAM rehabilitasi rumah 400 uni
4 2 | PENGEMBANGAN layak huni bagi 400 unit | 400 unit 706,336,600 1,086,530,000 1,336,400,000 t 710,336,600
PERUMAHAN korban bencana
kabupaten/kota
PROGRAM gresentase K
4 | 3 | KAWASAN e a Bawih 10| 40% 40 % 20,569,912,120 | 20,122,983,780 | 21,841,805,710 | 40 % 50,876,000
PERMUKIMAN Kumuh di Bawah 10
Ha
PROGRAM Persentase
PENINGKATAN
PRASARANA perumahan yang
4 5 SARANA DAI\’I sudah dilengkapi PSU 100 % 100 % 13,879,634,242 37,564,134,798 39,216,165,675 | 100 % 5,993,522,730
onmASUMow | (recarene: Sarane
(PSU)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

10

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANAHAN

2,000,000,000

9,909,752,498

9,336,269,548

10| 5

PROGRAM
PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN
DAN SANTUNAN
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN

Persentase
penanganan sengketa
tanah garapan yang
dilakukan

100 % 100 %

2,000,000,000

9,909,752,498

9,336,269,548

100 %

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

7,907,811,033

19,186,808,640

20,032,866,537

9,209,663,641

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase urusan
penunjang
pemerintahan yang
dilaksanakan

100 % 100 %

4,701,056,650

5,324,385,369

5,754,165,150

100 %

3,849,663,641

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA

Presentase
penanganan pra
bencana

100 %

100 %

3,206,754,383

13,862,423,271

14,278,701,387

100 %

5,360,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

17,650,483,540

19,188,688,197

20,232,031,605

17,641,204,388

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase urusan
penunjang
pemerintahan yang
dilaksanakan

100 %

100 %

14,342,444,280

17,375,098,197

18,348,196,605

100 %

14,333,165,128

PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM

Persentase
penyelesaian
pelanggaran K3

100 %

100 %

3,233,839,260

1,722,950,000

1,793,195,000

100 %

3,233,839,260

PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN

Persentase pelayanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran

100 %

100 %

74,200,000

90,640,000

90,640,000

100 %

74,200,000

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Target | Pagu Indikatif
Perubahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
6 PEMERINTAHAN 12,784,587,173 16,531,353,621 19,288,504,201 10,509,046,000
BIDANG SOSIAL
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
6 ggﬁi;l;‘NT AHAN gz;‘;‘r’gz?fhan Jang 100 % 100 % 3,760,688,623 4,209,520,661 4,725,948,721 | 100 % 1,484,301,450
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase Kelompok
6 PEMBERDAYAAN . 31.5% | 31.5% 49,973,500 191,956,610 1,611,851,330 | 31.5% 49,973,500
di berdayakan
SOSIAL
Persentase (%)
penyandang
disabilitas terlantar.
PROGRAM anak terlantar. lanjut 25.50
6 REHABILITASI usia terlantar dan 25.50 % 25.50 % 3,108,060,800 5,188,363,000 6,372,446,300 % 3,108,060,800
SOSIAL gelandangan
pengemisyang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
PROGRAM Perskentalse penurunan
6 PERLINDUNGAN DAN | 202k terlantar dan 98.30 % | 98.30 % 5,606,313,600 6,672,994,700 6,314,459,200 | 530 5,607,159,600

JAMINAN SOSIAL

fakir miskin (rumah
tangga miskin)

%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
Kegiatan Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 s Target | Pagu Indikatif
erubahan
Persentase korban
bencana alam dan
PROGRAM sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
6 6 | PENANGANAN 100 % 100 % 212,140,000 216,420,000 216,420,000 | 100 % 212,140,000
BENCANA pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota
igl(\?g]l:fg:, AAN persentase taman
6 7 TAMAN MAKAM makam pahlawan 100 % 100 % 47,410,650 52,098,650 47,378,650 100 % 47,410,650
PAHLAWAN yang terpelihara
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
7 eyl 6,851,819,480 | 14,543,763,416 | 14,676,649,355 7,991,722,462
KERJA
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
7 | 1| e AAN D an yang 100% | 100 % 4,823,407,851 | 13,035,753,587 | 13,191,133,335 | 100 % 4,596,722,462
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PELATIHAN KERJA Persentase Tenaga
7 3 | DAN Kerja Bersertifikat 100 % 100 % 986,044,209 871,479,209 893,650,500 | 100 % 2,000,000,000
PRODUKTIVITAS Kompetensi
TENAGA KERJA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
Persentase Tenaga
kerja yang
mocraw | diempaian o
7 | 4 | PENEMPATAN dan fuar neger) 100 % 100 % 616,059,620 335,170,020 319,406,520 | 100 % 785,000,000
TENAGA KERJA \
layanan Antar Kerja
dalam wilayah
kabupaten/kota
PROGRAM Presentase Kasus yan,
7 | 5 | HUBUNGAN presentase Kasus yang | - 75 9, 75 % 426,307,800 301,360,600 272,459,000 | 75 % 610,000,000
INDUSTRIAL
URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
URUSAN
32 gIElg’f&lgNTAHAN 338,644,500 291,314,500 420,759,980 2,100,000,000
TRANSMIGRASI
PROGRAM OPersentase
32| 2 I’;il“”ﬁl‘;i%"“‘m frzr;esrgﬁg;z; _— 30 % 30 % 52,096,000 34,831,000 34,831,000 | 30 % 1,000,000,000
TRANSMIGRASI yang direncanakan
PROGRAM
32| 3 I’;ﬂ“"BAQIXgUNAN gf;:ft?éizzitanah yang | o659 | 26.5% 49,999,000 33,087,000 33,087,000 | 26.5 % 600,000,000
TRANSMIGRASI
PROGRAM
32| 4 ;EAI;‘"‘ZE:X?NGAN ?:;fss;?g;‘;;pendu‘iUk 46.36 % | 46.36 % 236,549,500 223,396,500 352,841,980 46(;/5’6 500,000,000
TRANSMIGRASI
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




. . Prakiraan Maju Rencana
i Target 2023 Pagu Indikatif
e gBldans Indikator Program/ Tahun 2024
Urusan/ Program/ N
Kode B Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub .
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Target | Pagu Indikatif
Perubahan
PELAYANAN DASAR
URUSAN
9 PEMERINTAHAN 1,364,979,681 1,803,197,442 1,767,593,607 1,694,209,750
BIDANG PANGAN
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA Persentase cadangan
9 EKONOMI UNTUK Anoan masyvar ak%\ t 0.5 % 0.5 % 0 (0] 0 0.5 % 700,000,000
KEDAULATAN dan pang 4
KEMANDIRIAN
PANGAN
PROGRAM Persentase
PENINGKATAN ketersediaan pangan
9 EE,’&I:{S;ELKD?SI DAN (Tersedianya cadangan 29 % 29 % 1,200,569,331 1,661,617,042 1,625,823,207 | 29 % 755,000,000
o e s
MASYARAKAT
ll:gl‘\?:ll:gzll‘{ AN Persentase daerah
0, [} 0,
9 KERAWANAN iavxt/an pangan 33 % 33 % 135,984,000 96,735,000 96,925,000 33 % 210,791,750
PANGAN ertangani
Persentase pangan
PROGRAM segar asal tumbuhan
9 PENGAWASAN yang memenuhi 32 % 32 % 28,426,350 44,845,400 44,845,400 32 % 28,418,000
KEAMANAN PANGAN | persyaratan mutu dan
keamanan pangan
URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat‘:m/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
URUSAN
27 PEMERINTAHAN 57,922,418,433 | 100,763,809,092 | 101,269,584,003 8,346,461,875
BIDANG PERTANIAN
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
27 ggﬁi‘gNT AHAN gz;fr‘fz?aghan yang 100 % 100 % 16,115,045,604 | 19,327,494,503 19,863,832,439 | 100 % 1,152,787,650
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase
27 igg‘é‘éﬂgg&;ﬁ“ gigéi%f“fft‘gs 90 % 90 % 28,414,838,858 | 51,919,593,828 | 52,117,738,637 | 90 % 3,150,060,550
SARANA PERTANIAN | perkebunan
PROGRAM Presentase
PENYEDIAAN DAN e
27 PENGEMBANGAN g g 100 % 100 % 6,721,305,241 18,764,634,041 18,606,754,041 | 100 % 2,393,212,350
PRASARANA Infratruktur
PERTANIAN Pertanian/Perkebunan
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase wilayah
27 ﬁigEé{;SgAlfArTlngN ;i}g;gfﬁziﬁ dari 100 % 100 % 390,576,320 1,088,604,902 1,048,970,010 | 100 % 401,401,325
MASYARAKAT menular strategis
VETERINER
PROGRAM Presentase luas areal
PENGENDALIAN DAN | ~=°°h €3¢ "0 &
27 PENANGGULANGAN | P08 100 % 100 % 573,674,960 573,674,960 573,674,960 | 100 % 574,000,000
BENCANA penanggulangan
PERTANIAN bencana OPT
ProgRAM Jumia KegPerlt
27 PENYULUHAN Kecga atan/ 100 % 100 % 5,706,977,450 9,089,806,858 9,058,613,916 | 100 % 675,000,000
PERTANIAN Kabupaten

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 l;‘:fu?’azl?az: Target | Pagu Indikatif
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
11 EIE&EN%INTAHAN 14,291,875,427 | 17,688,508,540 | 18,830,182,904 13,844,850,885
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM
PENUNJANG Persentase
11 gERﬂ‘SE%TNT AHAN igfg&.‘;ﬁznljmsan 100 % 100 % 5,087,396,387 6,286,891,320 5,848,302,184 | 100 % 4,711,476,485
DAERAH Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM izz:f:etc?is;an dokumen
. (o o ? ) P » > }) o ’ ’
11 PERENCANAAN b o 100 % 100 % 200,000,000 331,640,000 408,312,000 | 100 % 285,011,000
LINGKUNGAN HIDUP | \VAJID perenca
lingkungan hidup
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN Persentase Standar
11 DAN/ATAU Baku Mutu Kualitas 100 % 100 % 224,888,800 168,146,600 229,031,350 | 100 % 224,890,900
KERUSAKAN Lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM
11 e AN iziizf:ﬁijﬁang 100 % 100 % 92,744,740 251,774,500 272,154,500 | 100 % 92,744,800
HAYATI (KEHATI)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 l;‘:fu?)azl?az: Target | Pagu Indikatif
PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA Presentase
11 5 g:ﬂ EIENIF;:}?IL}SEIN g(;ngelolaan Limbah 100 % 100 % 30,095,000 33,800,000 42,670,000 100 % 30,096,000
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN Persentase Pelaku
TERHADAP IZIN Usaha pemilik izin
11 6 | LINGKUNGAN DAN Linekunean dan Izin 100 % 100 % 124,771,000 83,263,000 28,400,000 100 % 124,771,100
IZIN PERLINDUNGAN | ;o & ya§1 " torawasi
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Persentase
PROGRAM kelembagaan
PENGHARGAAN kelompok masyarakat
11 9 | LINGKUNGAN HIDUP | peduli lingkungan 20 % 20 % o 0 [0} 20 % 0
UNTUK hidup yang
MASYARAKAT memperoleh
penghargaan
PROGRAM
PENANGANAN Persenta‘se Kasus
11 | 10 PENGADUAN Aduan Lingkungan 100 % 100 % 80,000,000 84,800,000 96,312,000 100 % 80,000,000
LINGKUNGAN HIDUP Yang Terselesaikan
PROGRAM Persenltqase jumlah
11 | 11 | PENGELOLAAN fj%‘;a arylf‘g;‘gwﬂa ah 100 % 100 % 8,451,979,500 | 10,448,193,120 | 11,905,000,870 | 100 % 8,295,860,600
PERSAMPAHAN ot & ¥

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 s Target | Pagu Indikatif
erubahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
12 ADMINISTRASI 5,086,927,648 5,073,551,728 5,269,532,237 2,334,356,636
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
12 ggﬂigm AHAN gz;‘;rr?ﬁ?fhan yang 100 % 100 % 4,321,842,648 4,372,259,372 4,582,366,881 | 100 % 1,525,616,530
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
12 PENDAFTARAN Perekaman KTP 66.66 % | 66.66 % 381,914,000 362,791,356 348,664,356 | 00:0° 373,179,106
elektronik %
PENDUDUK
12 ggggf;‘yr AN SIPIL Eearsalitzaﬁirﬁm 100 % 100 % 167,455,000 148,045,000 148,045,000 | 100 % 148,045,000
PROGRAM .
PENGELOLAAN izzligsietersedlaan 168.733 | 168.733 168.73
12 INFORMASI o e ukan skala 579 579 126,916,000 61,676,000 61,676,000 | 1007 126,916,000
ADMINISTRASI ndu
KEPENDUDUKAN provinst
PROGRAM
12 PENGELOLAAN Pemanfaatan data 100% | 100 % 88,800,000 128,780,000 128,780,000 | 100 % 160,600,000
PROFIL kependudukan
KEPENDUDUKAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Target | Pagu Indikatif
Perubahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
8 PEMBERDAYAAN 466,926,000 880,505,000 895,010,000 484,530,250
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN Indeks Pemberdayaan 52.76
8 GENDER DAN Gender (IDG Y 52.76 % 52.76 % 66,530,000 66,260,000 67,450,000 0/ 66,530,000
PEMBERDAYAAN ender (IDG) o
PEREMPUAN
Persentase Perempuan
PROGRAM Korban Kekerasan dan
8 PERLINDUNGAN TPPO yang 100 % 100 % 77,712,000 77,910,000 76,725,000 100 % 83,710,250
PEREMPUAN Mendapatkan Layanan
Komprehensif
PROGRAM Persentase
8 iﬁﬁﬁgﬁml" peningkatan keluarga | 50 % 50 % 34,824,000 34,740,000 34,740,000 | 50 % 37,545,900
KELUARGA pra sejahtera
PROGRAM Indeks Perlindungan
8 PEMENUHAN HAK Anak (IPA) g 46 % 46 % 222,000,000 221,940,000 229,270,000 46 % 231,334,100
ANAK (PHA)
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) W&(i]

KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Target | Pagu Indikatif
Perubahan
Persentase anak
PROGRAM memerlukan
8 7 | PERLINDUNGAN perlindungan khusus 100 % 100 % 65,860,000 479,655,000 486,825,000 100 % 65,410,000
KHUSUS ANAK yang mendapatkan
layanan komprehensif
URUSAN
PEMERINTAHAN
13 BIDANG 6,858,370,298 8,802,224,139 9,277,220,319 3,280,418,267
PEMBERDAYAAN ’ 9 9 ’ 9 9 9 ’ 9 ’ ’ ’
MASYARAKAT DAN
DESA
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
13 1 PEMERINTAHAN pemerintahan yang 100 % 100 % 4,225,448,438 5,981,708,189 6,219,568,389 100 % 626,189,217
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase desa yang
13 | 3 | PENINGKATAN melakukan kerjasama 29.3 % 29.3 % 110,378,300 99,539,000 99,539,000 | 29.3 % 113,344,450
KERJA SAMA DESA antar desa
PROGRAM
ADMINISTRASI Persentase Desa yang o o o
13 | 4 PEMERINTAHAN tertib administrasi (%) 100 % 100 % 1,083,228,100 1,411,883,850 1,661,965,850 100 % 1,101,821,900
DESA
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase Lembaga
LEMBAGA Kemasyarakatan dan
13 | 5 | KEMASYARAKATAN, | Lembaga Desa yang 100 % 100 % 1,439,315,460 1,309,093,100 1,296,147,080 100 % 1,439,062,700
LEMBAGA ADAT DAN | diberdayakan/dibina
MASYARAKAT (%)
HUKUM ADAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
15 gﬂﬁ_‘gm‘mm 10,207,320,503 | 12,585,141,082 | 13,172,935,481 13,785,888,355
PERHUBUNGAN
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
15| 1 ggl\lrjxi?zl:n'r AHAN gz;‘;‘r’gz?aghan Jang 100 % 100 % 6,461,947,412 7,500,579,498 7,865,849,147 | 100 % 7,485,750,355
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase
PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan Lalu 25.00
15 | 2 | LALU LINTAS DAN . 25.00 % | 25.00 % 1,372,193,000 2,857,366,000 2,972,549,000 3,755,588,000
Lintass dan Angkutan %
ANGKUTAN JALAN Jalom (LLAJ)
(LLAJ)
Persentase
PROGRAM Ketersediaan Sarana.
15 | 3 | PENGELOLAAN Informasi. Korodinasi 100 % 100 % 2,373,180,091 2,227,195,584 2,334,537,334 | 100 % 2,544,550,000
PELAYARAN dan Disiplin Angkutan
Penyebrangan
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat‘:m/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 s Target | Pagu Indikatif
erubahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
16 BIDANG 7,515,946,660 8,255,284,466 9,259,161,474 6,851,154,413
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
16 | 1 | DR S AHAN D an yang 100% | 100% 3,635,062,160 3,781,005,799 3,971,986,287 | 100 % 3,354,599,773
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
Persentase Layanan
PROGRAM Penyebarluasan
PENGELOLAAN Informasi
16 | 2 | INFORMASI DAN Pembangunan Daerah 100 % 100 % 1,174,310,860 1,627,203,092 1,821,991,012 100 % 810,000,000
KOMUNIKASI yang diselenggarakan
PUBLIK secara online dan
offline
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase
16 | 3 APLIKASI Pengelola}an Aplikasi 100 % 100 % 2,706,573,640 2,847,075,575 3,465,184,175 100 % 2,686,554,640
INFORMATIKA Informatika
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
17 BIDANG KOPERASI, 7,118,097,674 15,385,810,373 16,953,301,904 30,859,828,525
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 l;‘:ru%azfaz: Target | Pagu Indikatif
PROGRAM
PENUNJANG Persentase Urusan
URUSAN Penunjang
17 : 100 % 100 % 4,033,996,394 4,480,510,156 5,261,193,246 | 100 % 27,691,545,256
PEMERINTAHAN Pemerintahan yang
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PELAYANAN IZIN Persentase izin Usaha o o o
17 USAHA SIMPAN simpan pinjam 75 % 75 % (] (o} 0 75 % 85,000,000
PINJAM
PROGRAM Persentase Capaian
17 PR SN DAY | Koperasi Yang 38 % 38 % 106,764,200 76,525,000 76,525,000 | 38 % 85,000,000
Berkualitas
KOPERASI
PROGRAM Persentase Usaha
17 AN i‘()‘ggf;f;?;gmﬁﬁ?ai 50 % 50 % 29,992,050 29,919,500 20,919,500 | 50 % 40,000,000
KSP/USP KOPERASI | Kesehatannya
PROGRAM Persentase Koperasi
17 {ig?HIADIIvKAN DAN yang Mengikuti 100 % 100 % 419,288,300 510,785,400 500,775,400 | 100 % 453,588,200
PERKOPERASIAN Pelatihan
PROGRAM Persentase Koperasi
17 gﬂgiﬁiﬁ?gxg‘} AN | yansg di Fasilitasi 2% 2% 507,954,000 5,248,141,000 5,253,441,000 2% 507,961,401
Bantuan Modal
KOPERASI
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase usaha
17 g::gﬁ ﬁggﬁN%ﬁi’ mikro yang 6 % 6 % 1,180,954,990 1,267,678,190 1,366,013,190 6 % 1,108,928,588
, .
USAHA MIKRO diberdayakan
(UMKM)
PROGRAM Persentase Pelaku
17 PENGEMBANGAN Usaha Mikro yang 6 % 6 % 839,147,740 3,772,251,127 4,465,434,568 6 % 887,805,080
UMKM Naik Kelas

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023
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. . Prakiraan Maju Rencana
i Target 2023 Pagu Indikatif
e gBldans Indikator Program/ Tahun 2024
Urusan/ Program/ .
Kode B Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub .
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Target | Pagu Indikatif
Perubahan
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
18 EIE&];]EINTAHAN 7,333,660,008 8,424,013,606 8,767,203,694 7,801,867,665
PENANAMAN MODAL
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
18 PEMERINTAHAN pemerintahan yang 100 % 100 % 6,033,803,558 7,062,999,746 7,324,687,244 100 % 5,240,239,665
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM capaian pemberian
18 PENGEMBANGAN insentif dan 85perse | g5 hersen 310,668,450 110,566,950 100,528,950 | 8 Pers 1,250,000,000
IKLIM PENANAMAN n en
kemudahan berusaha
MODAL
Persentase
PROGRAM PROMOSI | peningkatan investasi o o o
18 PENANAMAN MODAL | (PMA dan PMDN) di 50 % 50 % 482,319,250 505,659,500 506,249,500 50 % 50,000,000
kabupaten/kota
PROGRAM Pzgsegfﬁzlelliigaz;nan 85 perse 85 pers
18 PELAYANAN T aktn Seoe b 85 persen 347,052,750 232,631,410 304,158,000 o 1,112,088,000
PENANAMAN MODAL p
SOP
PROGRAM
PENGENDALIAN Capaian Realisasi 10 Triliu 10 Triliu 10 Trili
18 PELAKSANAAN Ivestasi n 0 159,816,000 512,156,000 531,580,000 un 149,540,000
PENANAMAN MODAL

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

19

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

9,716,578,339

15,252,646,456

15,440,286,254

10,964,228,398

19

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase urusan
penunjang
pemerintahan yang
dilaksanakan

100 % 100 %

6,538,673,975

5,928,048,218

6,298,862,688

100 %

6,964,228,398

19

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING
KEPEMUDAAN

Tingkat partisipasi
pemuda dalam
kegiatan ekonomi
mandiri

2% 2%

1,460,128,250

535,930,000

535,930,000

2%

1,600,000,000

19

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING
KEOLAHRAGAAN

Prestasi yang diraih
Atlit Morowali pada
Tingkat Provinsi

26 % 26 %

1,517,775,864

8,304,805,638

8,121,642,666

26 %

2,100,000,000

19

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN

Persentase Organisasi
Kepramukaan yang
Aktif

30 % 30 %

200,000,250

483,862,600

483,850,900

30 %

300,000,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

26

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG

1,523,083,516

2,108,380,624

2,405,229,193

2,600,000,000

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Target | Pagu Indikatif
Perubahan
PARIWISATA
PROGRAM Lama Tinggal
PENINGKATAN DAYA . . 3-
26 | 2 TARIK DESTINASI \SNt{asatawan (Leng of 3-5 Hari 3-5 Hari 632,527,006 1,291,394,209 1,102,226,328 5 Hari 1,100,000,000
PARIWISATA y)
FrorAm Forente,
26 | 3 | PEMASARAN ng . 20 % 20 % 306,320,400 249,163,900 429,934,500 20 % 500,000,000
Perjalanan Wisatawan
PARIWISATA
Nusantara
PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN Pertumbuhan Pelaku
26 | 5 | SUMBER DAYA Usaha Ekonomi 10 % 10 % 584,236,110 567,822,515 873,068,365 | 10 % 1,000,000,000
PARIWISATA DAN Kreatif Pendukung
EKONOMI KREATIF Sektor Pariwisata
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
23 ;?&%IENTAHAN 5,323,075,836 5,337,768,678 5,451,238,490 5,968,783,142
PERPUSTAKAAN
PROGRAM
PENUNJANG .
URUSAN Persentase capaian
23 | 1 target keuangan 100 % 100 % 4,705,009,236 4,696,012,018 4,695,949,860 | 100 % 4,708,783,142
PEMERINTAHAN eranckat dacrah
DAERAH perang
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Target | Pagu Indikatif
Perubahan
Persentase capaian
PROGRAM pengelolaan
23 PEMBINAAN Perpustakaan Tingkat 100 % 100 % 600,104,600 615,719,180 729,251,150 | 100 % 1,190,000,000
PERPUSTAKAAN Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase jumlah
PELESTARIAN koleksi Budaya Etnis o o o
23 KOLEKSI NASIONAL yang Ditemukan di 100 % 100 % 17,962,000 26,037,480 26,037,480 100 % 70,000,000
DAN NASKAH KUNO Daerah
URUSAN
24 PEMERINTAHAN 264,461,350 272,974,500 382,838,760 750,000,000
BIDANG KEARSIPAN
ProarA
24 PENGELOLAAN penge . 100 % 100 % 186,762,350 177,959,500 292,946,700 | 100 % 500,000,000
penciptaan arsip
ARSIP .
naskah dinas
Tingkat keberadaan
dan keutuhan Arsip
sebagai bahan
PROGRAM pertanggung jawaban
PERLINDUNGAN DAN | S¢liap aspek
24 kehidupan berbagsa 100 % 100 % 77,699,000 95,015,000 89,892,060 | 100 % 250,000,000
PENYELAMATAN
dan bernegara untuk
ARSIP .
kepentingan negara.
pemeintahan.
pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat
URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
25 BIDANG KELAUTAN 16,572,226,385 48,770,715,685 49,348,049,305 20,771,721,900
DAN PERIKANAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

25

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

persentase urusan
penunjang pemerintah
yang dilaksanakan

100 % 100 %

6,010,706,985

6,710,260,073

7,134,210,413

100 %

6,104,440,500

25

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
TANGKAP

Produksi perikanan
Tangkap (Ton)

2500 To
n

2500 Ton

7,969,873,000

34,291,212,000

34,310,905,280

2500 T
on

8,354,549,000

25

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA

Jumlah waktu yang
dibutuhkan

12 bula
n

12 bulan

1,652,202,400

4,408,043,012

4,435,333,012

12 bula
n

4,056,496,400

25

PROGRAM
PENGAWASAN
SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Jumlah waktu yang
dibutuhkan

12 bula
n

12 bulan

20,900,000

247,156,000

12 bula

20,900,000

25

PROGRAM
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Jumlah waktu yang
dibutuhkan

12 bula
n

12 bulan

918,544,000

3,361,200,600

3,220,444,600

12 bula
n

2,235,336,000

URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

30

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN

6,269,416,327

6,931,025,658

7,339,148,453

6,011,211,470

30

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase urusan
penunjang
pemerintahan yang
dilaksanakan

100 % 100 %

4,506,364,584

4,376,176,065

4,499,079,966

100 %

4,576,211,470

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




R Prakiraan Maju Rencana
i Target 2023 Pagu Indikatif
e gBldans Indikator Program/ Tahun 2024
Urusan/ Program/ .
Kode B Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub .
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
Persentase pelaku
usaha yang
PROGRAM memperoleh izin
PERIZINAN DAN sesuai dengan o o o
30 PENDAFTARAN ketentuan (IUPP/SIUP 26 % 26 % 29,236,400 29,230,500 29,230,500 26 % 55,000,000
PERUSAHAAN Pusat Perbelanjaan
dan TUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan)
PROGRAM Persentase
PENINGKATAN Pengembangan dan
30 SARANA DISTRIBUSI gferig%ola.an sarana 29 % 29 % 1,092,835,405 1,915,219,855 1,996,775,799 | 29 % 850,000,000
PERDAGANGAN 1stibust
perdagangan
PROGRAM s
STABILISASI HARGA Persentase Stabilitas
BARANG dan Jumlah
30 KEBUTUHAN POKOK lgzizrsecllilasnthiggr? 27 % 27 % 215,205,500 215,103,000 487,375,500 27 % 115,000,000
DAN BARANG g frebH
PENTING poxo
PROGRAM Persentase Bar.ang .
STANDARDISASI beredar yang diawasi
1 0, o, o,
30 DAN PERLINDUNGAN iiziiezléal S:ﬁfg:n ) 16 % 16 % 268,687,138 267,829,338 264,185,788 16 % 415,000,000
KONSUMEN uan p g
undangan
PROGRAM
PENGGUNAAN DAN Persentase Produk
30 PEMASARAN Dalam daerah yang 33 % 157,087,300 127,466,900 62,500,900 33 % (0]
PRODUK DALAM dipromosikan di luar
NEGERI
URUSAN
31 TOACNTARAN 1,103,337,621 1,156,394,734 1,195,710,534 1,930,000,000
PERINDUSTRIAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 l;‘:fu?’azl?az: Target | Pagu Indikatif
PROGRAM Persentase
PERENCANAAN DAN | peningkatan jumlah o o
31 | 2 PEMBANGUNAN Industri Kecil dan 43 % 1,003,358,621 1,069,327,734 1,108,643,534 43 % 1,810,000,000
INDUSTRI Menengah Kabupaten
Persentase Jumlah
Hasil Pemantauan dan
FrorAm Penprvaaun dengu
31 | 3 | PENGENDALIAN IZIN |J . - 20 % 20 % 44,977,000 44,907,000 44,907,000 20 % 55,000,000
Industri (IUI) Kecil dan
USAHA INDUSTRI .
Industri Menengah
yang dikeluarkan oleh
Instansi Terkait
PROGRAM T di inf .
31| 4 PENGELOLAAN i egse tl?mya - 23 % 55,002,000 42,160,000 42,160,000 23 % 65,000,000
INDUSTRI NASIONAL £xap
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT
1 DAERAH 1,897,320,000 1,790,463,000 1,806,463,000 1,932,320,000
PROGRAM
PENUNJANG Persentase Kebijakan
URUSAN Strategis Urusan o o o
1 1 PEMERINTAHAN Pemerintah Daerah 100 % 100 % 865,459,840 806,276,650 711,943,650 100 % 890,459,840
DAERAH Kabupaten/Kota
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM gfgfdr;tr?se Kebijakan
1 3 | PEREKONOMIAN g 100 % 100 % 1,031,860,160 984,186,350 1,094,519,350 100 % 1,041,860,160
Perekonomian dan
DAN PEMBANGUNAN
Pembangunan
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat‘:m/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
1 gﬁggﬁ?mn 1,022,999,850 914,703,810 925,703,810 1,042,446,698
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
1| 1| e TAHAN D merntahan yang 100 % 100 % 448,701,850 412,922,310 405,247,810 | 100 % 459,148,698
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase
1 | 3 | PEREKONOMIAN Perekonomian dan 100 % 100 % 574,298,000 501,781,500 520,456,000 | 100 % 583,298,000
DAN PEMBANGUNAN | Pembangunan
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT
1 S At 2,793,279,995 2,793,279,805 3,555,276,805 2,860,491,995
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
1| 1 | g AHAN D merntahan yang 100 % 100 % 664,243,995 724,973,805 736,973,805 | 100 % 715,363,995
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PEMERINTAHAN Persentase produk
1| 2 | DAN hukum yang 100 % 100 % 2,129,036,000 2,068,306,000 2,818,303,000 | 100 % 2,145,128,000
KESEJAHTERAAN dihasilkan
RAKYAT
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 snilggiﬁ“m“ 33,851,285,000 | 87,199,043,100 | 94,501,608,100 37,799,021,304

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n / Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 l;‘:ru%azfaz: Target | Pagu Indikatif

PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o

1 1 PEMERINTAHAN pemerintahan yang 100 % 100 % 614,017,960 800,753,330 751,282,080 100 % 614,621,304
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PEMERINTAHAN Persentase

1 2 DAN Kelembagaan 50 % 50 % 33,237,267,040 86,398,289,770 93,750,326,020 50 % 37,184,400,000
KESEJAHTERAAN Masyarakat yang aktif
RAKYAT
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

1 s RIAT 1,533,639,060 1,330,011,895 1,339,000,443 422,098,470
PROGRAM
PENUNJANG Persentase Kebijakan
URUSAN Strategis Urusan o o o

1 1 PEMERINTAHAN Pemerintah Daerah 77 % 77 % 1,533,639,060 1,330,011,895 1,339,000,443 77 % 422,098,470
DAERAH Kabupaten/Kota
KABUPATEN/KOTA
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

1 gﬁggﬁg‘m‘“ 2,077,319,850 1,787,034,650 1,799,034,600 1,954,993,600
PROGRAM
PENUNJANG persentase kebijakan
URUSAN strategis urusan o o o

1 1 PEMERINTAHAN pemerintah daerah 100 % 100 % 1,405,847,520 1,220,907,330 1,171,814,330 100 % 1,283,518,200
DAERAH kabupaten/kota
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM ..
PEMERINTAHAN persentase kebijakan

1 2 DAN strategis dibidang 100 % 100 % 671,472,330 566,127,320 627,220,270 100 % 671,475,400
KESEJAHTERAAN pemerintahan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Semula

Menjadi

RKPD 2023

APBD 2023

RKPD 2023
Perubahan

Target

Pagu Indikatif

RAKYAT

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT
DAERAH

1,573,402,000

1,734,252,360

1,995,244,890

1,592,927,500

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Jasa Tenaga
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

100 %

100 %

590,152,000

567,850,360

749,084,890

100 %

129,362,500

PROGRAM
PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

Persentase pengadaan
barang/jasa
memenuhi standar
ketepatan waktu

100 %

100 %

983,250,000

1,166,402,000

1,246,160,000

100 %

1,463,565,000

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT
DAERAH

2,118,743,890

2,118,741,930

3,137,741,630

2,166,040,000

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase urusan
penunjang
pemerintahan yang
dilaksanakan

100 %

100 %

2,118,743,890

2,118,741,930

3,137,741,630

100 %

2,166,040,000

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT
DAERAH

31,822,217,994

33,189,428,952

34,567,183,371

32,191,836,800

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n / Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
1 1 PEMERINTAHAN pemerintahan yang 100 % 100 % 31,822,217,994 33,189,428,952 34,567,183,371 100 % 32,191,836,800
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 SEKRETARIAT DPRD 25,812,155,836 36,140,589,807 36,349,913,592 56,915,498,600
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
2 1 PEMERINTAHAN pemerintahan yang 100 % 100 % 20,228,948,986 27,020,007,307 27,229,331,092 100 % 51,321,727,600
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
DUKUNGAN Presentase Peraturan
2 2 | PELAKSANAAN Daerah dan Peraturan 100 % 100 % 5,583,206,850 9,120,582,500 9,120,582,500 100 % 5,593,771,000
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
DPRD
UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 PERENCANAAN 11,113,545,883 11,669,548,409 13,486,883,651 11,737,477,667
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
1 1 PEMERINTAHAN pemerintahan yang 100 % 100 % 7,387,491,953 7,917,319,409 8,672,409,351 100 % 7,291,112,417
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM
PERENCANAAN, Persentase Konsistensi
1| 2 E‘ErlzggﬂglAHAN DAN | perencanaan 100 % 100 % 1,896,286,430 2,139,616,850 3,052,919,950 | 100 % 2,236,365,250
PEMBANGUNAN Pembangunan Daerah
DAERAH
PROGRAM Persentase konsistensi
KOORDINASI DAN capaian program OPD
1|3 f,gg;%%ﬁfﬁ; g:gzr?rllf:gfn dan 100 % 100 % 1,829,767,500 1,612,612,150 1,761,554,350 | 100 % 2,210,000,000
PEMBANGUNAN pembangunan
DAERAH manusia
5 iggg;ﬁ;l;g:ﬂ 728,379,050 1,148,025,590 1,212,215,590 970,000,000
PROGRAM Presentase Hasil
5 | 2 l‘:ggg;ﬁﬁfquﬂ gzg;&a}‘i r?gf; yang 100 % 100 % 728,379,050 1,148,025,590 1,212,215,590 | 100 % 970,000,000
DAERAH diimplementasikan
UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 KEUANGAN 213,476,809,254 | 322,217,285,861 | 349,536,406,710 223,563,755,000
PROGRAM
PENUNJANG Persentase Urusan
2 |1 EERI\I,JI;;TNT AHAN gz;‘;’fi?aghan yang 100 % 100 % 15,759,461,711 | 54,973,236,701 | 68,273,196,462 | 100 % 1,343,450,140
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
Frocran Do e
2 | 2 | PENGELOLAAN belan!a o al‘;m 100 % 100 % 197,074,972,553 | 265,117,148,590 | 279,136,309,678 | 100 % 221,577,557,510
KEUANGAN DAERAH APBDJ

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Target | Pagu Indikatif
Perubahan
::gggg:g:‘ AAN Persentase Jumlah
2 | 3 | BARANG MILIK BMD yang terkelola 100 % 100 % 642,374,990 2,126,900,570 2,126,900,570 | 100 % 642,747,350
DAERAH dengan tertib dan baik
UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
2 KEUANGAN 21,451,422,921 22,497,997,767 | 25,866,120,857 19,751,993,503
PROGRAM
PENUNJANG .
URUSAN Presentase Penunjang
2 1 PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan 100 % 100 % 17,905,958,721 18,300,657,017 21,602,095,858 100 % 15,909,213,353
DAERAH yang dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase Potensi
2 | a4 | pENSELOLAAN ggl?ag:fgg:ﬁtapkan 80 % 80 % 3,545,464,200 |  4,197,340,750 |  4,264,024,999 | 80 % 3,842,780,150
DAERAH Penerimaan Daerah
UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
3 KEPEGAWAIAN 6,845,416,647 6,542,836,836 7,009,740,987 9,825,515,942
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
3 | 1 | oA AN D an yang 100% | 100 % 4,625,554,647 | 4,535,071,836 |  5,000,728,987 | 100 % 7,666,515,942
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase Pejabat
Struktural Eselon III 67.11
3 2 | KEPEGAWAIAN . . 67.11 % 67.11 % 2,219,862,000 2,007,765,000 2,009,012,000 2,159,000,000
DAERAH yang Sudah Mengikuti %
Diklat PIM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
4 eI eAN DAN 3,042,726,500 |  2,222,206,000 |  2,078,371,625 2,100,000,000
PROGRAM Presentase
4 | 2 | PENGEMBANGAN penempatan ASN 20.00 % | 20.00 % 3,042,726,500 2,222,206,000 2,078,371,625 | 20;00 2,100,000,000
SUMBER DAYA sesuai ANJAB %
MANUSIA
UNSUR
PENGAWASAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
1 gi\sEPlffg ORAT 14,623,469,840 18,203,334,158 19,815,967,220 12,621,124,500
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
1 1 PEMERINTAHAN pemerintahan yang 100 % 100 % 11,791,095,940 14,872,080,158 16,394,506,220 100 % 8,515,756,600
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase .
Rekomendasi LHP
1 2 | PENYELENGGARAAN . 75 % 75 % 1,916,918,100 2,127,525,000 2,122,382,000 75 % 2,670,618,100
BPK-RI yang selesai
PENGAWASAN " s
ditindak lanjuti
PROGRAM
PERUMUSAN Persentase OPD yang 76.92
1 | 3 | KEBIJAKAN, melaksanakan SPIP 76,92 % | 76,92 % 915,455,800 1,203,729,000 1,299,079,000 o 1,434,749,800
PENDAMPINGAN sesuai ketentuan °
DAN ASISTENSI
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 4,450,424,196 5,724,960,069 5,913,562,830 4,581,935,000
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
1 1 PEMERINTAHAN pemerintahan yang 100 % 100 % 4,020,861,696 5,012,162,669 5,133,953,930 100 % 4,137,290,000
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 L) P2 g Target Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN | .
1 PEMERINTAHAN y 100 % 100 % 229,484,600 384,379,500 206,566,900 | 100 % 244,530,000
Terpadu Kecamatan
DAN PELAYANAN p
PUBLIK
PROGRAM Pt davane
1 ;ﬁ%ﬁfgﬁﬁfm A | Masyarakat pada 100 % 100 % 70,186,900 200,579,400 446,169,500 | 100 % 70,200,000
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
PROGRAM Persentase
KOORDINASI . . . .
1 A AN paN | Pelanggaran K3 di 100 % 100 % 6,120,000 4,080,000 5,100,000 | 100 % 6,130,000
KETERTIBAN UMUM | Kecamatan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN ;‘ij;ngN GGARA
1 URUSAN RN 100 % 100 % 122,061,000 122,048,500 120,062,500 | 100 % 122,065,000
PEMERINTAHAN
o PEMERINTAHAN
PROGRAM
PEMBINAAN DAN JUMLAH DESA YANG
1 PENGAWASAN AKAN DILAKUKAN 100 % 100 % 1,710,000 1,710,000 1,710,000 | 100 % 1,720,000
PEMERINTAHAN PEMBINAAN
DESA
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 3,965,801,818 4,211,655,351 4,604,256,246 3,970,517,000
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 gERﬁiﬁNT AHAN gi&i?fﬁ?fhan yang 100 % 100 % 3,436,920,318 3,414,145,501 3,730,709,496 | 100 % 3,435,267,000
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 510540) PAePe) Target Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN | .
1 PEMERINTAHAN pndeks Pelayanan 100 % 100 % 19,492,500 19,580,000 27,080,000 | 100 % 20,000,000
DAN PELAYANAN padu
PUBLIK
T
1 ;ﬁ%ﬁfgﬁﬁfm A | Masyarakat pada 100 % 100 % 296,531,900 571,006,850 604,041,500 | 100 % 300,000,000
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
PROGRAM Persentase
KOORDINASI . . . .
1 A AN paN | Pelanggaran K3 di 15 % 15 % 9,877,000 4,954,250 4,954,250 | 15 % 10,000,000
KETERTIBAN UMUM | Kecamatan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN ‘P{[EJIIEI’[;‘QEIEN GGARA
1 URUSAN RN 100 % 100 % 119,354,200 79,050,000 101,022,000 | 100 % 120,000,000
PEMERINTAHAN
o PEMERINTAHAN
PROGRAM
PEMBINAAN DAN JUMLAH DESA YANG
1 PENGAWASAN AKAN DILAKUKAN 100 % 100 % 83,625,900 122,918,750 136,449,000 | 100 % 85,250,000
PEMERINTAHAN PEMBINAAN
DESA
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 3,890,021,179 4,471,156,185 4,648,567,854 3,810,408,350
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 gERﬁi;TNT AHAN gi&i?fﬁ?fhan yang 100 % 100 % 3,405,739,329 3,704,997,035 3,989,574,424 | 100 % 3,320,190,100
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 510540) PAePe) Target Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN | .
1 PEMERINTAHAN pndeks Pelayanan 100 % 100 % 209,797,360 231,819,570 95,989,850 | 100 % 209,797,360
DAN PELAYANAN padu
PUBLIK
PROGRAM Pt davane
1 PEMBERDAYAAN Masyarakat pada 100 % 100 % 51,983,600 246,928,500 248,970,500 | 100 % 53,900,000
MASYARAKAT DESA | )\ ppiyelirahan dan
DAN KELURAHAN
APBDesa
PROGRAM Persentase
KOORDINASI . . . .
1 O ASTAN DAN Eelannglgi\rin K3 di 100 % 100 % 2,850,000 8,550,000 o| 100% 5,000,000
KETERTIBAN UMUM ecamata
PROGRAM
PENYELENGGARAAN ‘P{[ijé‘ngN GGARA
1 URUSAN 100 % 100 % 145,396,540 141,955,740 174,457,740 | 100 % 145,396,540
PEMERINTAHAN URUSAN
o PEMERINTAHAN
PROGRAM
PEMBINAAN DAN JUMLAH DESA YANG
1 PENGAWASAN AKAN DILAKUKAN 100 % 100 % 74,254,350 136,905,340 139,575,340 | 100 % 76,124,350
PEMERINTAHAN PEMBINAAN
DESA
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 3,520,975,270 4,764,233,429 4,913,320,683 3,520,150,812
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN persentase urusan
1 penunjang pemerintah | 100 % 100 % 3,057,916,465 4,118,765,924 4,261,877,398 | 100 % 3,066,368,507
PEMERINTAHAN ang dilaksanakan
DAERAH yang
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN | . o
1 PEMERINTAHAN pdeks peavanan 100 % 100 % 40,508,105 78,358,105 78,358,105 | 100 % 43,508,105
DAN PELAYANAN padu
PUBLIK
PROGRAM Pemberdegann
1 ;ﬁ%ﬁfgﬁﬁfm A | Masyarakat pada 100 % 100 % 222,899,200 357,697,900 333,229,680 | 100 % 225,899,200
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
PROGRAM
KOORDINASI Persentase
1 A AN paN | Pelanggaran K3 di 100 % 100 % 11,400,000 11,400,000 11,400,000 | 100 % 13,400,000
KETERTIBAN umuM | Kecamatan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN ‘P{IEJIIEI%QEENGG ARA
1 URUSAN RN 100 % 100 % 127,975,000 127,975,000 148,205,000 | 100 % 130,975,000
PEMERINTAHAN
o PEMERINTAHAN
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
1 PENGAWASAN 60,276,500 70,036,500 80,250,500 40,000,000
PEMERINTAHAN
DESA
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 4,373,950,454 4,714,376,962 4,904,743,065 4,368,070,000
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 gERﬁi;TNT AHAN gi&i?fﬁ?fhan yang 100 % 100 % 4,043,567,454 4,071,906,262 4,342,404,365 | 100 % 4,037,275,000
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 L) P2 g Target Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN | .
1 PEMERINTAHAN pndeks Pelayanan 100 % 100 % 11,400,000 5,700,000 5,700,000 | 100 % 11,500,000
DAN PELAYANAN padu
PUBLIK
T
1 ;ﬁ%ﬁfgﬁﬁfm A | Masyarakat pada 100 % 100 % 284,393,000 579,220,700 500,788,700 | 100 % 284,495,000
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
PROGRAM
KOORDINASI Persentase
1 A AN DaN | Pelanggaran K3 di 100 % 100 % 11,400,000 4,560,000 4,560,000 | 100 % 11,500,000
KETERTIBAN UMUM | Kecamatan
PROGRAM
PEMBINAAN DAN JUMLAH DESA YANG
1 PENGAWASAN AKAN DILAKUKAN 100 % 100 % 23,190,000 52,990,000 51,290,000 | 100 % 23,300,000
PEMERINTAHAN PEMBINAAN
DESA
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 9,412,037,891 | 10,299,846,161 | 10,677,029,580 2,777,688,045
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 S INTAHAN D an yang 100% | 100 % 9,143,817,891 9,006,678,711 9,216,793,014 | 100 % 2,508,567,625
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PENYELENGGARAAN | .. .
1 PEMERINTAHAN jndeks Pelayanan 100 % 100 % 72,382,000 42,928,900 42,928,900 | 100 % 72,382,400
DAN PELAYANAN p
PUBLIK

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023




Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
T
1 ;ﬁl‘ggfgﬁzﬁfm A | Masyarakat pada 100 % 100 % 196,738,000 1,250,238,550 1,417,307,666 | 100 % 196,738,020
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 999,999,071 1,199,999,726 1,207,999,704 1,115,927,286
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 ggﬂiﬁm AHAN ﬁi;i?fi?fhan jang 100 % 100 % 383,731,510 396,118,250 425,970,349 | 100 % 476,398,825
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
— P i
1 ;ﬁ%ﬁgﬁg“&s A | Masyarakat pada 100 % 100 % 616,268,461 803,881,476 782,029,355 | 100 % 639,528,461
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 1,000,000,000 1,200,000,000 1,209,499,690 1,203,350,000
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 ggﬁi‘gNT AHAN gz;fr?z?aghan yang 100 % 100 % 320,447,380 311,743,375 302,496,665 | 100 % 332,188,000
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
— P i
1 ;ﬁ%ﬁﬁgﬁf‘&s 4 | Masyarakat pada 100 % 100 % 679,552,620 888,256,625 907,003,025 | 100 % 871,162,000
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
UNSUR
KEWILAYAHAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
1 KECAMATAN 999,998,636 1,199,998,293 1,209,998,268 1,000,138,800
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 ggl\lrjxi?zl:n'r AHAN gg;‘;‘r’fg?aghan Jang 100 % 100 % 300,219,436 369,414,966 366,879,541 | 100 % 300,359,600
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
Frocra Frrenase g
1 ﬁﬁ%ﬁfgﬁ?‘?m A | Masyarakat pada 100 % 100 % 699,779,200 830,583,327 843,118,727 | 100 % 699,779,200
APBDKelurahan dan
DAN KELURAHAN
APBDesa
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 1,000,000,000 1,200,000,000 1,210,499,885 1,000,001,100
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 ggl\l/ii?zl:wr AHAN gz;‘:r‘fs?aghan yang 100 % 100 % 265,519,600 353,593,900 372,047,001 | 100 % 265,520,500
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
Frocan pereniae s
1 ;ﬁl‘gﬁgxﬁ:‘;“gm A | Masyarakat pada 100 % 100 % 734,480,400 846,406,100 838,452,884 | 100 % 734,480,600
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 999,999,992 1,199,999,485 1,208,989,991 999,999,992
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 ggﬂigm AHAN gz&ue?gi?aghan jang 100 % 100 % 329,381,234 203,788,734 400,682,034 | 100 % 329,381,234
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
T
1 ;ﬁ%ﬁfgﬁﬁm A | Masyarakat pada 100 % 100 % 670,618,758 906,210,751 808,307,957 | 100 % 670,618,758
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 999,999,758 1,199,999,758 1,240,499,758 1,002,873,438
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 ggﬂi‘gm AHAN ﬁi;i?fi?fhan jang 100 % 100 % 308,108,420 297,599,380 321,505,530 | 100 % 279,601,850
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
— P i
1 ;ﬁ%ﬁgﬁg“&s A | Masyarakat pada 100 % 100 % 691,891,338 902,400,378 918,994,228 | 100 % 723,271,588
DAN KELURAHAN APBDKelurahan dan
APBDesa
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 3,059,132,423 3,730,803,360 3,895,919,590 3,055,892,130
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
1 ggﬁi‘gNT AHAN gz;fr?z?aghan yang 100 % 100 % 2,568,125,883 3,007,317,460 3,261,247,190 | 100 % 2,564,854,580
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PENYELENGGA N Indeks Pelayanan
1 PEMERINTAHAN mdeles Peayanan 100 % 100 % 372,829,000 611,005,900 540,937,400 | 100 % 372,830,000
DAN PELAYANAN p
PUBLIK

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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R Prakiraan Maju Rencana
i Target 2023 Pagu Indikatif
e gBldans Indikator Program/ Tahun 2024
Urusan/ Program/ .
Kode B Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Sub .
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
FrocAm perense s
1 PEMBERDAYAAN Masyarakat pada 100 % 100 % 19,900,000 54,960,000 57,720,000 | 100 % 19,910,000
MASYARAKAT DESA APBDKelurahan dan
DAN KELURAHAN
APBDesa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN ‘liléf\g“EA{IEN GGARA
1 URUSAN URUSAN 100 % 100 % 80,977,540 11,900,000 11,900,000 | 100 % 80,987,550
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
UMUM
PROGRAM
PEMBINAAN DAN JUMLAH DESA YANG
1 PENGAWASAN AKAN DILAKUKAN 100 % 100 % 17,300,000 45,620,000 24,115,000 | 100 % 17,310,000
PEMERINTAHAN PEMBINAAN
DESA
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 6,925,802,501 8,128,864,464 9,036,091,392 1,651,000,000
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
1 PEMERINTAHAN Pemerintahan yang 100 % 100 % 6,310,313,001 7,040,560,164 7,472,911,592 | 100 % 1,037,000,000
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PENYELENGGARAAN | .. .
1 PEMERINTAHAN T Kez e 100 % 100 % 13,500,000 13,500,000 75,570,000 | 100 % 14,000,000
DAN PELAYANAN p
PUBLIK
Frocam perentse s
1 PEMBERDAYAAN Masyarakat pada 100 % 100 % 113,049,500 202,444,500 559,575,000 | 100 % 180,000,000
MASYARAKAT DESA APBDKelurahan dan
DAN KELURAHAN
APBDesa

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 l;‘:ru%azfaz: Target | Pagu Indikatif
PROGRAM Persentase
1 ﬁg?gﬁgﬁ;‘ AN DAN | Pelanggaran K3 di 100 % 100 % 50,002,000 41,000,000 41,000,000 | 100 % 0
Kecamatan
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM
PENYELENGGARAAN %E%;EAEEN GGARA
1 URUSAN 100 % 100 % 330,668,000 652,059,800 773,434,800 | 100 % 305,000,000
PEMERINTAHAN URUSAN
UMUM PEMERINTAHAN
PROGRAM
PEMBINAAN DAN JUMLAH DESA YANG
1 PENGAWASAN AKAN DILAKUKAN 100 % 100 % 108,270,000 89,300,000 113,600,000 | 100 % 115,000,000
PEMERINTAHAN PEMBINAAN
DESA
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 999,999,796 1,199,997,456 1,209,981,978 1,019,050,000
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
URUSAN penunjang o o o
1 PEMBERINTAHAN Pemerintahan yang 100 % 100 % 300,380,660 304,176,360 320,609,050 | 100 % 313,050,000
DAERAH dilaksanakan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase Keg
Pemberdayaan
1 ;ﬁ%ﬁfgﬁf&s A | Masyarakat pada 100 % 100 % 699,619,136 895,821,096 889,372,928 | 100 % 706,000,000
APBDKelurahan dan
DAN KELURAHAN APEDoca
UNSUR
KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN 3,537,141,243 3,970,140,031 4,224,357,356 2,711,682,621
ll:gggll\:: AVII‘IG Persentase urusan
1 URUSAN gz;‘fr’gi?aghan yang 100 % 100 % 2,924,854,243 3,031,496,731 3,310,603,856 | 100 % 2,094,682,621
;ﬁ%::;INTAHAN dilaksanakan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Indikator Program/

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kode Kegiatan/ Sub Keglat?.n/ Sub
: Kegiatan
Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Indeks Pelayanan
1 | 2 | PEMERINTAHAN Terpadu Kez et 100 % 100 % 181,798,800 361,916,300 354,796,300 | 100 % 182,000,000
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Frocam perentase e
PEMBERDAYAAN 4
1|3 Masyarakat pada 100 % 100 % 377,502,200 463,672,000 439,939,700 | 100 % 380,000,000
MASYARARAT DESA | \ppiyyciyrahan dan
DAN KELURAHAN
APBDesa
PROGRAM
PEMBINAAN DAN JUMLAH DESA YANG
1 | 6 | PENGAWASAN AKAN DILAKUKAN 100 % 100 % 52,986,000 113,055,000 119,017,500 | 100 % 55,000,000
PEMERINTAHAN PEMBINAAN
DESA
UNSUR
PEMERINTAHAN
UMUM
1 ﬁi:f:ﬁglﬁANGSA 8,753,191,605 9,255,700,419 9,766,242,187 7,114,540,321
PROGRAM
PENUNJANG Terlaksananya
1|1 ggﬁi;lfNT AHAN ﬁgﬁzggairangkat 1 Tahun | 1 Tahun 3,643,894,825 3,714,461,199 3,966,960,767 | Tshu 3,603,697,405
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PENGUATAN Presentase ASN yang
1| 2 :,]Z%%IA%?IE A DAN yee;lddizﬁiﬁa;ela 100 % 100 % 259,734,500 1,066,780,600 1,314,386,750 | 100 % 260,000,000
KARAKTER Negara
KEBANGSAAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub

Indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target 2023

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Kegiatan
Semula | Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 e Target | Pagu Indikatif
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POLITIK DAN Presentase partai
LEMBAGA politik yang
1 :Eﬁﬁ;lmm ;i‘?ddiszatﬁa;hﬁk 100 % 100 % 3,047,979,230 2,902,908,020 2,903,073,020 | 100 % 1,448,135,266
PENDIDIKAN serta etika budaya
POLITIK DAN poltik
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Presentase Pengurus
1 DAN PENGAWASAN Ormas yang Akt 78 % 78 % 349,570,300 273,862,300 273,817,300 78 % 349,679,650
ORGANISASI &
KEMASYARAKATAN
PROGRAM persentase
PEMBINAAN DAN perkembangan kasus
1 i‘ggﬁfﬁ:ﬂ‘”‘“ fgé‘;‘;ﬁfﬁggg&ﬁ; 0,33 % 0,33 % 752,056,650 677,710,300 686,765,350 | 0,33 % 753,028,000
EKONOMI, SOSIAL, budaya di 9
DAN BUDAYA kecamatan
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN Persentase Daerah
1 PENINGKATAN Rawan Konflik 88 % 88 % 699,956,100 619,978,000 621,239,000 88 % 700,000,000
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan
Kebijakan Teknis Presentase Jumlah
dan Pelaksanaan Hasil Rakor 100 % 100 % 699,956,100 619,978,000 621,239,000 | 100 % 700,000,000
Pemantapan Forkopimda
Kewaspadaan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial

1,125,984,791,01

TOTAL 8

1,942,965,827,08
8

2,059,027,909,36
2

1,384,025,483,228

Sumber : P-RKPD Kab. Morowali Tahun 2023

LEPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
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D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen

Perencanaan Tahunan

Dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali tidak

terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional

dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten diarahkan
untuk mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasionl.

Pemerintah Kabupaten Morowali telah menetapkan 3 (tiga) prioritas

pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemi
covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman sosial,
pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan
produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM,
BUMDES dan IKM;

2. Memantapkan  kualitas infrastruktur  untuk  mengurangi
kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan
ketahanan bencana;

3. Memantapkan kualitas pelayanan publik dan penguatan SDM yang
unggul, beriman dan bertaqwa.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2023 disusun

berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah yang

diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam P-RPJMD

Tahun 2018 — 2023, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2022 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel-tabel

selanjutnya.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023



Tabel 1.13

Program Prioritas Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Pembangunan

PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS PE];?:];‘TISAI*II{AT
NASIONAL SLSNOLEN VD LG T oL PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatkan Memantapkan kualitas PROGRAM Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
Sumber Daya pelayanan public dan PENGELOLAAN dan Kebudayaan
Manusia Yang penguatan SDM yang PENDIDIKAN
Berkualitas Dan | unggul, beriman dan
Berdaya Saing bertagwa melalui
peningkatan kapasitas
aparatur, sosial
masyarakat, pendidikan
dan kesehatan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dinas Pendidikan
Menengah Pertama dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan
(PAUD) dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan
(PAUD) dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan
Nonformal /Kesetaraan dan Kebudayaan
PROGRAM Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Dinas Pendidikan
PENGEMBANGAN Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
KURIKULUM

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

PROGRAM PENDIDIK

DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Dinas Pendidikan
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah dan Kebudayaan
Kabupaten/Kota
PROGRAM Pengembangan Mutu dan Peningkatan Rumah Sakit
PENINGKATAN Kompetensi Teknis Sumber Daya Pratama

KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

KESEHATAN

PROGRAM Penyediaan Fasilitas Pelayanan Dinas Kesehatan,
PEMENUHAN UPAYA [ Kesehatan untuk UKM dan UKP Pengendalian
KESEHATAN Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penduduk dan

PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN

Keluarga Berencana

MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Dinas Kesehatan,
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Pengendalian
Daerah Kabupaten/Kota Penduduk dan
Keluarga Berencana
Penyelenggaraan Sistem Informasi Dinas Kesehatan,
Kesehatan Secara Terintegrasi Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
PROGRAM Perencanaan Kebutuhan dan Dinas Kesehatan,
PENINGKATAN Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Pengendalian

KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota

Penduduk dan
Keluarga Berencana

PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

KABUPATEN MOROWALI TRHUN 2023
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Dinas Kesehatan,
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan Pengendalian
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Penduduk dan
Makan/Restoran dan Depot Air Minum | Keluarga Berencana
(DAM)
PROGRAM Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Dinas Kesehatan,
PEMBERDAYAAN Peningkatan Peran serta Masyarakat Pengendalian
MASYARAKAT dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Penduduk dan
BIDANG KESEHATAN [ Kabupaten/Kota Keluarga Berencana
PROGRAM Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Dinas Kesehatan,
PENGENDALIAN Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pengendalian
PENDUDUK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penduduk dan
dalam rangka Pengendalian Kuantitas Keluarga Berencana
Penduduk
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Dinas Kesehatan,
Penduduk Cakupan Daerah Pengendalian
Kabupaten/Kota Penduduk dan
Keluarga Berencana
PROGRAM Pengendalian dan Pendistribusian Dinas Kesehatan,
PEMBINAAN Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Pengendalian
KELUARGA serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Penduduk dan
BERENCANA (KB) Daerah Kabupaten/Kota Keluarga Berencana
PROGRAM Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Dinas Kesehatan,
PEMBERDAYAAN Melalui Pembinaan Ketahanan dan Pengendalian
DAN PENINGKATAN Kesejahteraan Keluarga Penduduk dan
KELUARGA Keluarga Berencana
SEJAHTERA (KS)
PROGRAM Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Dinas Transmigrasi
PELATIHAN KERJA Unit Kompetensi Dan Tenaga Kerja
DAN Daerah
PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA
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PRIORITAS
NASIONAL

PRIORITAS KABUPATEN

PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta

Dinas Transmigrasi
Dan Tenaga Kerja
Daerah

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Dinas Transmigrasi
Dan Tenaga Kerja
Daerah

Penerbitan Perpanjangan IMTA yang
Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah

Dinas Transmigrasi
Dan Tenaga Kerja

Kabupaten/Kota Daerah
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Dinas Kepemudaan,
PENGEMBANGAN Organisasi Kepramukaan Olahraga dan
KAPASITAS Pariwisata
KEPRAMUKAAN
PROGRAM Sertifikasi, Kelembagaan, Badan Kepegawaian
PENGEMBANGAN Pengembangan Kompetensi Manajerial Daerah dan
SUMBER DAYA dan Fungsional Pengembangan
MANUSIA Sumber Daya

Manusia

PROGRAM Penyadaran, Pemberdayaan, dan Dinas Kepemudaan,
PENGEMBANGAN Pengembangan Pemuda dan Olahraga dan
KAPASITAS DAYA Kepemudaan Terhadap Pemuda Pariwisata
SAING Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
KEPEMUDAAN Muda Pemula, dan Pemuda Kader

Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Pengembangan Dinas Kepemudaan,

Organisasi Kepemudaan Tingkat Olahraga dan

Daerah Kabupaten/Kota Pariwisata
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Dinas Kepemudaan,
PENGEMBANGAN Olahraga Pendidikan pada Jenjang Olahraga dan
KAPASITAS DAYA Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Pariwisata
SAING Daerah Kabupaten/Kota
KEOLAHRAGAAN
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Dinas Kepemudaan,
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Olahraga dan
Pariwisata
Pembinaan dan Pengembangan Dinas Kepemudaan,
Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Olahraga dan
Provinsi Pariwisata
Revolusi Mental | Memantapkan kualitas PROGRAM Penetapan Cagar Budaya Peringkat Dinas Pendidikan
dan pelayanan public dan PELESTARIAN DAN Kabupaten/Kota dan Kebudayaan
Pembangunan penguatan SDM yang PENGELOLAAN
Kebudayaan unggul, beriman dan CAGAR BUDAYA

bertagwa melalui
peningkatan kapasitas
aparatur, sosial
masyarakat, pendidikan
dan kesehatan

PROGRAM Pemberdayaan Perempuan Bidang Dinas Pemberdayaan
PENGARUSUTAMAAN | Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat,
GENDER DAN pada Organisasi Kemasyarakatan Desa,Pemberdayaan
PEMBERDAYAAN Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan dan
PEREMPUAN Perlindungan Anak
PROGRAM Pencegahan Kekerasan Terhadap Dinas Pemberdayaan
PERLINDUNGAN Perempuan Lingkup Daerah Masyarakat,
PEREMPUAN Kabupaten/Kota Desa,Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Dinas Pemberdayaan
PENINGKATAN Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Masyarakat,
KUALITAS dan Hak Anak Tingkat Daerah Desa,Pemberdayaan
KELUARGA Kabupaten/Kota Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM Pelembagaan PHA pada Lembaga Dinas Pemberdayaan
PEMENUHAN HAK Pemerintah, Nonpemerintah, dan Masyarakat,
ANAK (PHA) Dunia Usaha Kewenangan Desa,Pemberdayaan

Kabupaten/Kota

Perempuan dan
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Perlindungan Anak
PROGRAM Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak | Dinas Pemberdayaan
PERLINDUNGAN yang Melibatkan para Pihak Lingkup Masyarakat,
KHUSUS ANAK Daerah Kabupaten/Kota Desa,Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM Perumusan Kebijakan Teknis dan Badan Kesatuan
PENGUATAN Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bangsa dan Politik
IDEOLOGI Ideologi Pancasila dan Karakter Daerah
PANCASILA DAN Kebangsaan
KARAKTER
KEBANGSAAN
PROGRAM Perumusan Kebijakan Teknis dan Badan Kesatuan
PEMBINAAN DAN Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bangsa dan Politik
PENGEMBANGAN Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Daerah
KETAHANAN Budaya
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA
Memperkuat Memantapkan kualitas PROGRAM Penyediaan Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit Umum
Infrastruktur pelayanan public dan PEMENUHAN UPAYA | Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Morowali
Untuk penguatan SDM yang KESEHATAN Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Mendukung unggul, beriman dan PERORANGAN DAN
Pengembangan bertagwa melalui UPAYA KESEHATAN

Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar

peningkatan kapasitas
aparatur, sosial
masyarakat, pendidikan
dan kesehatan

MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Memperkuat Memantapkan kualitas PROGRAM Pelaksanaan Administrasi SEKRETARIAT
Stabilitas pelayanan public dan PEREKONOMIAN Pembangunan DAERAH
Polhukhankam penguatan SDM yang DAN PEMBANGUNAN
dan unggul, beriman dan
Transformasi bertagwa melalui
Pelayanan peningkatan kapasitas
Publik aparatur, sosial
masyarakat, pendidikan
dan kesehatan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian SEKRETARIAT
DAERAH
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya SEKRETARIAT
Alam DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan SEKRETARIAT
Jasa DAERAH
PROGRAM Fasilitasi dan Koordinasi Hukum SEKRETARIAT
PEMERINTAHAN DAN DAERAH
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan SEKRETARIAT
Rakyat DAERAH
Administrasi Tata Pemerintahan SEKRETARIAT
DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Daerah SEKRETARIAT
DAERAH
PROGRAM Penataan Organisasi SEKRETARIAT
PENUNJANG DAERAH
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi SEKRETARIAT
Pimpinan DAERAH
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL N e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Administrasi Keuangan dan SEKRETARIAT
Operasional Kepala Daerah dan Wakil DAERAH
Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan SEKRETARIAT
Sekretariat Daerah DAERAH
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Sekretariat Dewan
DPRD Perwakilan Rakyat
Daerah
Layanan Administrasi DPRD Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah
PROGRAM Pembentukan Peraturan Daerah dan Sekretariat Dewan
DUKUNGAN Peraturan DPRD Perwakilan Rakyat
PELAKSANAAN Daerah

TUGAS DAN FUNGSI
DPRD

Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah

Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah

Peningkatan Kapasitas DPRD

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah

Penyerapan dan Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah

Fasilitasi Tugas DPRD

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah

PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN

Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan

Badan Perencanaan,
Penelitian, dan
Pengembangan
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
EVALUASI Daerah
PEMBANGUNAN
DAERAH
Analisis Data dan Informasi Badan Perencanaan,
Pemerintahan Daerah Bidang Penelitian, dan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan
Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan,
Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan
Daerah Pengembangan
Daerah
Implementasi Sistem Informasi Badan Perencanaan,
Pemerintahan Daerah di Bidang Penelitian, dan
Pembangunan Daerah Pengembangan
Daerah
PROGRAM Koordinasi Perencanaan Bidang Badan Perencanaan,
KOORDINASI DAN Pemerintahan dan Pembangunan Penelitian, dan
SINKRONISASI Manusia Pengembangan
PERENCANAAN Daerah
PEMBANGUNAN
DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Badan Perencanaan,
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Penelitian, dan
Alam) Pengembangan
Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Badan Perencanaan,
Infrastruktur dan Kewilayahan Penelitian, dan
Pengembangan
Daerah
PROGRAM Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Perencanaan,
PENELITIAN DAN Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penelitian, dan
PENGEMBANGAN Pengkajian Peraturan Pengembangan
DAERAH Daerah
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PRIORITAS
NASIONAL

PRIORITAS KABUPATEN

PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Badan Perencanaan,
Penelitian, dan
Pengembangan

Daerah

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

PROGRAM Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola

PENGELOLAAN Keuangan dan Aset

BARANG MILIK Daerah

DAERAH

PROGRAM Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Badan Pengelola

PENGELOLAAN Daerah Pendapatan Daerah

PENDAPATAN

DAERAH

PROGRAM Pengadaan, Pemberhentian dan Badan Kepegawaian

KEPEGAWAIAN Informasi Kepegawaian ASN Daerah dan

DAERAH Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Mutasi dan Promosi ASN

Badan Kepegawaian
Daerah dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Pengembangan Kompetensi ASN Badan Kepegawaian
Daerah dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian
Aparatur Daerah dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
PROGRAM Penyelenggaraan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Inspektorat Daerah
Tujuan Tertentu
PROGRAM Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | Inspektorat Daerah
PERUMUSAN Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
Pendampingan dan Asistensi Inspektorat Daerah
PROGRAM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Semua Kecamatan
KOORDINASI Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Semua Kecamatan

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa

Semua Kecamatan
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL N e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Semua Kecamatan
PEMBINAAN DAN Pembinaan dan Pengawasan
PENGAWASAN Pemerintahan Desa
PEMERINTAHAN
DESA
PROGRAM Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Semua Kecamatan
PENYELENGGARAAN | Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Semua Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Semua Kecamatan

PROGRAM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Semua Kecamatan
PENYELENGGARAAN | Umum Sesuai Penugasan Kepala

URUSAN Daerah

PEMERINTAHAN

UMUM

PROGRAM Perumusan Kebijakan Teknis dan Badan Kesatuan
PENINGKATAN Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bangsa dan Politik

PERAN PARTAI
POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK
DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum /Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik

Daerah
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB

PROGRAM Perumusan Kebijakan Teknis dan Badan Kesatuan
PEMBERDAYAAN Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bangsa dan Politik
DAN PENGAWASAN Pemberdayaan dan Pengawasan Daerah
ORGANISASI Organisasi Kemasyarakatan
KEMASYARAKATAN
PROGRAM Perumusan Kebijakan Teknis dan Badan Kesatuan
PENINGKATAN Pelaksanaan Pemantapan Bangsa dan Politik
KEWASPADAAN Kewaspadaan Nasional dan Daerah
NASIONAL DAN Penanganan Konflik Sosial
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
PROGRAM Penanganan Gangguan Ketenteraman Satuan Polisi
PENINGKATAN dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Pamongpraja
KETENTERAMAN Daerah Kabupaten/Kota

DAN KETERTIBAN
UMUM

Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

Satuan Polisi
Pamongpraja

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Satuan Polisi
Pamongpraja

PROGRAM
PELESTARIAN
KOLEKSI NASIONAL
DAN NASKAH KUNO

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara yang Ditemukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Perpustakaan
Daerah

PROGRAM
PENGELOLAAN
ARSIP

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas Perpustakaan
Daerah

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi

Kearsipan Nasional Tingkat

Dinas Perpustakaan
Daerah
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL LA LIAIE LS B A PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Kabupaten/Kota
PROGRAM Pemusnahan Arsip Dilingkungan Dinas Perpustakaan
PERLINDUNGAN DAN | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah
PENYELAMATAN yang Memiliki Retensi di Bawah 10
ARSIP (Sepuluh) Tahun
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota | Dinas Perpustakaan
yang Dinyatakan Hilang Daerah
Memperkuat Memantapkan kualitas PROGRAM Pengelolaan SDA dan Bangunan Dinas Pekerjaan
infrastruktur infrastruktur untuk PENGELOLAAN Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Umum dan Penataan
untuk mengurangi kesenjangan SUMBER DAYA AIR (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Ruang
mendukung wilayah, peningkatan (SDA) Kabupaten/Kota

ekonomi dan
pelayanan dasar

kualitas lingkungan dan
ketahanan bencana

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah
1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN AIR
MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL N e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan
PENATAAN Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Umum dan Penataan

BANGUNAN GEDUNG

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

Ruang

PROGRAM Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan
PENATAAN dan Lingkungannya di Daerah Umum dan Penataan
BANGUNAN DAN Kabupaten/Kota Ruang
LINGKUNGANNYA

PROGRAM Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan
PENYELENGGARAAN | Kabupaten/Kota Umum dan Penataan
JALAN Ruang
PROGRAM Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Dinas Pekerjaan
PENGEMBANGAN Terampil Konstruksi Umum dan Penataan
JASA KONSTRUKSI Ruang
PROGRAM Urusan Penyelenggaraan PSU Dinas Perumahan,
PENINGKATAN Perumahan Kawasan
PRASARANA, Pemukiman dan
SARANA DAN Pertanahan

UTILITAS UMUM
(PSU)

PROGRAM Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dinas Perumahan,

PENYELESAIAN dan Santunan Tanah untuk Kawasan

GANTI KERUGIAN Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Pemukiman dan

DAN SANTUNAN Kabupaten/Kota Pertanahan

TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN

PROGRAM Pelayanan Informasi Rawan Bencana Badan

PENANGGULANGAN Kabupaten/Kota Penanggulangan

BENCANA Bencana Daerah
Pelayanan Pencegahan dan Badan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penanggulangan

Bencana Daerah
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Badan
Korban Bencana Penanggulangan
Bencana Daerah
Penataan Sistem Dasar Badan
Penanggulangan Bencana Penanggulangan
Bencana Daerah
PROGRAM Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial
PENGELOLAAN Nasional Kabupaten/Kota
TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
PROGRAM Penetapan Rencana Induk Jaringan Dinas Perhubungan
PENYELENGGARAAN | LLAJ Kabupaten/Kota Daerah
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Dinas Perhubungan
Jalan Kabupaten/Kota Daerah
Pengujian Berkala Kendaraan Dinas Perhubungan
Bermotor Daerah
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa | Dinas Perhubungan
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Dinas Perhubungan
Jasa Angkutan Orang dan/atau Daerah
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Dinas Perhubungan
PENGELOLAAN Pelayaran Rakyat bagi Orang Daerah
PELAYARAN Perorangan atau Badan Usaha yang

Berdomisili dan yang Beroperasi pada
Lintas Pelabuhan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Dinas Perhubungan
Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Daerah
Lingkungan Kepentingan (DLKP)
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pembangunan, Penerbitan Izin Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Pengoperasian Daerah
Pelabuhan Pengumpan Lokal
PROGRAM Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi
PENGELOLAAN Publik Pemerintah Daerah dan Informatika
INFORMASI DAN Kabupaten/Kota
KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dinas Komunikasi
PENGELOLAAN Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dan Informatika
APLIKASI Sub Domain di Lingkup Pemerintah
INFORMATIKA Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan E-government di Lingkup Dinas Komunikasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Informatika
Membangun Memantapkan kualitas PROGRAM Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Dinas Pekerjaan
Lingkungan infrastruktur untuk PENGEMBANGAN Persampahan di Daerah Umum dan Penataan
Hidup, mengurangi kesenjangan SISTEM DAN Kabupaten/Kota Ruang
Meningkatkan wilayah, peningkatan PENGELOLAAN
Ketahanan kualitas lingkungan dan PERSAMPAHAN
Bencana dan ketahanan bencana REGIONAL
Perubahan Iklim
PROGRAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Dinas Pekerjaan
PENGELOLAAN DAN | Air Limbah Domestik dalam Daerah Umum dan Penataan
PENGEMBANGAN Kabupaten/Kota Ruang

SISTEM AIR LIMBAH
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Dinas Perumahan,
PENGEMBANGAN Rumah Korban Bencana atau Relokasi Kawasan
PERUMAHAN Program Kabupaten/Kota Pemukiman dan
Pertanahan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dinas Perumahan,
Korban Bencana atau Relokasi Kawasan
Program Kabupaten/Kota Pemukiman dan
Pertanahan
PROGRAM Pencegahan, Pengendalian, Satuan Polisi
PENCEGAHAN, Pemadaman, Penyelamatan, dan Pamongpraja
PENANGGULANGAN, | Penanganan Bahan Berbahaya dan
PENYELAMATAN Beracun Kebakaran dalam Daerah
KEBAKARAN DAN Kabupaten/Kota
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
PROGRAM Perlindungan Sosial Korban Bencana Dinas Sosial
PENANGANAN Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
BENCANA
Penyelenggaraan Pemberdayaan Dinas Sosial
Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota
PROGRAM Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Dinas Lingkungan
PERENCANAAN Lingkungan Hidup (RPPLH) Hidup Daerah

LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota

Dinas Lingkungan
Hidup Daerah

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Dinas Lingkungan
Hidup Daerah
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Dinas Lingkungan
Kerusakan Lingkungan Hidup Hidup Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan
PENGELOLAAN Kabupaten/Kota Hidup Daerah
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)
PROGRAM Penyimpanan sementara Limbah B3 Dinas Lingkungan
PENGENDALIAN Hidup Daerah

BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN
IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas Lingkungan
Hidup Daerah

PROGRAM Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Dinas Lingkungan
PENANGANAN Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Daerah
PENGADUAN Lingkungan Hidup (PPLH)

LINGKUNGAN HIDUP | Kabupaten/Kota

PROGRAM Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan
PENGELOLAAN Hidup Daerah
PERSAMPAHAN
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Penerbitan Izin Pendaurulangan Dinas Lingkungan
Sampah/Pengelolaan Sampah, Hidup Daerah
Pengangkutan Sampah dan
Pemrosesan Akhir Sampah yang
Diselenggarakan oleh Swasta
Mengembangkan | Memantapkan kualitas PROGRAM Penetapan Rencana Tata Ruang Dinas Pekerjaan
Wilayah untuk infrastruktur untuk PENYELENGGARAAN | Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Umum dan Penataan
mengurangi mengurangi kesenjangan PENATAAN RUANG Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Ruang
kesenjangan dan | wilayah, peningkatan
menjamin kualitas lingkungan dan
pemerataan ketahanan bencana

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Tata Ruang Daerah
Kabupaten /Kota

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan

Daerah Kabupaten/Kota Ruang
PROGRAM KAWASAN | Penataan dan Peningkatan Kualitas Dinas Perumahan,
PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Kumuh dengan Kawasan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pemukiman dan
Pertanahan
Peningkatan Kualitas Kawasan Dinas Perumahan,
Permukiman Kumuh dengan Luas di Kawasan
Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pemukiman dan
Pertanahan
PROGRAM Pencadangan Tanah untuk Kawasan Dinas Transmigrasi
PERENCANAAN Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
KAWASAN Daerah
TRANSMIGRASI
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM Penataan Persebaran Penduduk yang Dinas Transmigrasi
PEMBANGUNAN Berasal dari 1 (Satu) Daerah Dan Tenaga Kerja
KAWASAN Kabupaten/Kota Daerah
TRANSMIGRASI
PROGRAM Pengembangan Satuan Permukiman Dinas Transmigrasi
PENGEMBANGAN pada Tahap Kemandirian Dan Tenaga Kerja
KAWASAN Daerah
TRANSMIGRASI
Meningkatkan Mewujudkan ketahanan PROGRAM Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Dinas Sosial
Sumber Daya sosial ekonomi masyarakat | PEMBERDAYAAN Terpencil (KAT)
Manusia yang masa pandemic covid 19 SOSIAL
berkualitas dan | melalui peningkatan jaring
Berdaya Saing pengaman social,
pemberdayaan
masyarakat, peningkatan
produksi dan produktivitas
sector pertanian,
perkebunan, perikanan,
UMKM, BUMDES dan IKM
PROGRAM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Dinas Sosial
REHABILITASI Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
SOSIAL Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
PROGRAM Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Dinas Sosial

PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Sosial
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Memperkuat Mewujudkan ketahanan PROGRAM Penyediaan dan Penyaluran Pangan Dinas Pertanian Dan
Ketahanan sosial ekonomi masyarakat | PENINGKATAN Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Ketahanan Pangan
Ekonomi untuk [ masa pandemic covid 19 DIVERSIFIKASI DAN | dengan Kebutuhan Daerah
Pertumbuhan melalui peningkatan jaring | KETAHANAN Kabupaten/Kota dalam rangka
yang Berkualitas | pengaman social, PANGAN Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
dan Berkeadilan | pemberdayaan MASYARAKAT
masyarakat, peningkatan
produksi dan produktivitas
sector pertanian,
perkebunan, perikanan,
UMKM, BUMDES dan IKM
Pengelolaan dan Keseimbangan Dinas Pertanian Dan
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Pencapaian Target Dinas Pertanian Dan
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Ketahanan Pangan
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
PROGRAM Penyusunan Peta Kerentanan dan Dinas Pertanian Dan
PENANGANAN Ketahanan Pangan Kecamatan Ketahanan Pangan
KERAWANAN
PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian Dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Ketahanan Pangan
PROGRAM Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Dinas Pertanian Dan
PENGAWASAN Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Ketahanan Pangan
KEAMANAN PANGAN
PROGRAM Pengawasan Penggunaan Sarana Dinas Pertanian Dan
PENYEDIAAN DAN Pertanian Ketahanan Pangan
PENGEMBANGAN

SARANA PERTANIAN
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Dinas Pertanian Dan
Hijauan Pakan Ternak yang Ketahanan Pangan
Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Dan
PENYEDIAAN DAN Ketahanan Pangan
PENGEMBANGAN
PRASARANA
PERTANIAN
PROGRAM Penjaminan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Dan
PENGENDALIAN Penutupan dan Pembukaan Daerah Ketahanan Pangan

KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN

Wabah Penyakit Hewan Menular
Dalam daerah Kabupaten/Kota

MASYARAKAT
VETERINER
Pengawasan Pemasukan dan Dinas Pertanian Dan
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Ketahanan Pangan
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM Pengendalian dan Penanggulangan Dinas Pertanian Dan
PENGENDALIAN DAN | Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Ketahanan Pangan
PENANGGULANGAN
BENCANA
PERTANIAN
PROGRAM Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Dan
PENYULUHAN Ketahanan Pangan
PERTANIAN
PROGRAM Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi,

PELAYANAN IZIN
USAHA SIMPAN
PINJAM

untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Usaha Kecil, dan
Menengah
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Dinas Koperasi,
Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Kecil, dan
Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Menengah
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM Pemeriksaan dan Pengawasan Dinas Koperasi,
PENGAWASAN DAN Koperasi, Koperasi Simpan Usaha Kecil, dan
PEMERIKSAAN Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Menengah
KOPERASI yang Wilayah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Dinas Koperasi,
PENILAIAN Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Usaha Kecil, dan
KESEHATAN yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Menengah

KSP/USP KOPERASI

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
LATIHAN

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah

Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan
Menengah

PERKOPERASIAN Kabupaten/Kota
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Dinas Koperasi,
Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Usaha Kecil, dan
Kabupaten/Kota Menengah
PROGRAM Pemberdayaan dan Perlindungan Dinas Koperasi,
PEMBERDAYAAN Koperasi yang Keanggotaannya dalam Usaha Kecil, dan

DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI

Daerah Kabupaten/Kota

Menengah

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH,
USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO
(UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan Melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan

Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan
Menengah
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM Pengembangan Usaha Mikro dengan Dinas Koperasi,
PENGEMBANGAN Orientasi Peningkatan Skala Usaha Usaha Kecil, dan
UMKM Menjadi Usaha Kecil Menengah
PROGRAM Pengelolaan Kawasan Strategis Dinas Kepemudaan,
PENINGKATAN DAYA | Pariwisata Kabupaten/Kota Olahraga dan
TARIK DESTINASI Pariwisata
PARIWISATA
PROGRAM Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar | Dinas Kepemudaan,
PEMASARAN Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Olahraga dan
PARIWISATA Kawasan Strategis Pariwisata Pariwisata
Kabupaten/Kota

PROGRAM Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Dinas Kepemudaan,
PENGEMBANGAN Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Olahraga dan
SUMBER DAYA Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pariwisata

PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
TANGKAP

Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Dinas Perikanan
Daerah

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Perikanan
Daerah

Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Dinas Perikanan
Daerah

Penerbitan Tanda Daftar Kapal
Perikanan Berukuran sampai dengan
10 GT di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Perikanan
Daerah
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan
PENGELOLAAN Daerah
PERIKANAN
BUDIDAYA
PROGRAM Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan
PENGAWASAN di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Daerah
SUMBER DAYA Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
KELAUTAN DAN Dapat Diusahakan Dalam
PERIKANAN Kabupaten/Kota
PROGRAM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Dinas Perikanan
PENGOLAHAN DAN Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Daerah
PEMASARAN HASIL Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
PERIKANAN
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Dinas Perikanan
Baku Industri Pengolahan Ikan dalam Daerah
1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan
PERIZINAN DAN Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Dan Perindustrian
PENDAFTARAN Usaha Toko Swalayan
PERUSAHAAN
PROGRAM Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dinas Perdagangan
PENINGKATAN Distribusi Perdagangan Dan Perindustrian
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
Memperkuat Memantapkan kualitas PROGRAM Pengesahan Peraturan Perusahaan dan | Dinas Transmigrasi
Stabilitas pelayanan public dan HUBUNGAN Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Dan Tenaga Kerja
Polhukhankam penguatan SDM yang INDUSTRIAL untuk Perusahaan yang Hanya Daerah
dan unggul, beriman dan Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah
Transformasi bertagwa melalui Kabupaten/Kota
Pelayanan peningkatan kapasitas
Publik aparatur, sosial

masyarakat, pendidikan
dan kesehatan
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL N e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Pencegahan dan Penyelesaian Dinas Transmigrasi
Perselisihan Hubungan Industrial, Dan Tenaga Kerja
Mogok Kerja dan Penutupan Daerah
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas
PENDAFTARAN Kependudukan dan
PENDUDUK Pencatatan Sipil
Daerah
Penataan Pendaftaran Penduduk Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Daerah
Penyelenggaraan Pendaftaran Dinas
Penduduk Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Dinas
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan
Penduduk Pencatatan Sipil
Daerah
PROGRAM Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas

PENCATATAN SIPIL

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Daerah

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Daerah
PROGRAM Pengumpulan Data Kependudukan dan Dinas
PENGELOLAAN Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dan
INFORMASI Kependudukan Pencatatan Sipil
ADMINISTRASI Daerah
KEPENDUDUKAN
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Penataan Pengelolaan Informasi Dinas
Administrasi Kependudukan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Daerah
PROGRAM Penyusunan Profil Kependudukan Dinas
PENGELOLAAN Kependudukan dan
PROFIL Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN Daerah
PROGRAM Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Dinas Pemberdayaan
PENINGKATAN Masyarakat,

KERJA SAMA DESA

Desa,Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pemberdayaan
ADMINISTRASI Penyelenggaraan Administrasi Masyarakat,
PEMERINTAHAN Pemerintahan Desa Desa,Pemberdayaan
DESA Perempuan dan

Perlindungan Anak
PROGRAM Pemberdayaan Lembaga Dinas Pemberdayaan
PEMBERDAYAAN Kemasyarakatan yang Bergerak di Masyarakat,
LEMBAGA Bidang Pemberdayaan Desa dan Desa,Pemberdayaan
KEMASYARAKATAN, | Lembaga Adat Tingkat Daerah Perempuan dan
LEMBAGA ADAT DAN | Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Perlindungan Anak
MASYARAKAT Masyarakat Hukum Adat yang

HUKUM ADAT

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Dinas Penanaman
PENANAMAN MODAL | Modal yang Menjadi Kewenangan Modal dan
Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
PROGRAM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman
PELAYANAN Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Modal dan
PENANAMAN MODAL | Penanaman Modal yang Menjadi Pelayanan Terpadu
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Satu Pintu
PROGRAM Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Dinas Penanaman
PENGENDALIAN Modal yang Menjadi Kewenangan Modal dan
PELAKSANAAN Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Terpadu
PENANAMAN MODAL Satu Pintu
Memperkuat Memantapkan kualitas PROGRAM Pengendalian Harga, dan Stok Barang Dinas Perdagangan
Ketahanan pelayanan public dan STABILISASI HARGA | Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dan Perindustrian
Ekonomi Untuk [ penguatan SDM yang BARANG di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pertumbuhan unggul, beriman dan KEBUTUHAN POKOK
Yang bertagwa melalui DAN BARANG
Berkualitas dan | peningkatan kapasitas PENTING
Berkeadilan aparatur, sosial
masyarakat, pendidikan
dan kesehatan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Dinas Perdagangan
Bersubsidi di Tingkat Daerah Dan Perindustrian
Kabupaten/Kota
PROGRAM Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Dinas Perdagangan
STANDARDISASI Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Dan Perindustrian
DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
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PROGRAM PRIORITAS

PERANGKAT

PRIORITAS DAERAH
NASIONAL e PROGRAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Memperkuat Muwujudkan ketahanan PROGRAM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Dinas Perdagangan
Ketahanan social ekonomi masyarakat | PENGGUNAAN DAN Peningkatan Penggunaan Produk Dan Perindustrian
Ekonomi Untuk [ ketahanan pangan, masa PEMASARAN Dalam Negeri
Pertumbuhan pandemic covid 19 melalui | PRODUK DALAM
Yang peningkatan jaring NEGERI
Berkualitas dan | pengaman social,
Berkeadilan pemberdayaan
masyarakat, peningkatan
produksi dan produktivitas
sector pertanian,
perkebunan,
perikanan,UMKM,
BUMDES dan IKM
PROGRAM Penyusunan dan Evaluasi Rencana Dinas Perdagangan
PERENCANAAN DAN | Pembangunan Industri Dan Perindustrian
PEMBANGUNAN Kabupaten/Kota
INDUSTRI
PROGRAM Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Dinas Perdagangan
PENGENDALIAN IZIN | Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Dan Perindustrian
USAHA INDUSTRI Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM Penyediaan Informasi Industri untuk Dinas Perdagangan
PENGELOLAAN Informasi Industri untuk IUI, IPUI, Dan Perindustrian
SISTEM INFORMASI IUKI dan IPKI Kewenangan
INDUSTRI NASIONAL | Kabupaten/Kota
Sumber : P-RKPD Kab. Morowali tahun 2023
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1.1.3

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Secara Implementatif Kebijakan Umum APBD Kabupaten
Morowali Tahun 2023 yang merupakan kesepakatan bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Morowali. Kebijakan Umum tersebut telah dituangkan
dalam Nota Kesepakatan dan merupakan penjabaran dari tahun
pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 serta Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupten Morowali Tahun 2023 yang
untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar Penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2023. KUA-APBD juga disusun berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan APBD tahun 203 baik pada aspek pendapatan,

belanja dan pembiayaan.

. Urusan Pendidikan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal, maka untuk menjamin
terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak
dan pelayanan dasar kepada warga Negara perlu ditetapkan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Untuk merealisasikan Visi
yang telah ditetapkan tahun (2019 — 2023) oleh pemerintah daerah
yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan
dalam misi daerah bidang pendidikan yang berpotensi pada
sumberdaya dan ketagwaan serta kemampuan yang dimiliki yang
ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab yang

optimal dan proporsional dari seluruh komponen masyarakat dan
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pemerintah maka Misi yang akan dilaksanakan dapat dijabarkan

sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan pendidikan yang

berkualitas melalui Pembiayaan Pendidikan Gratis, peningkatan

kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, Pemberian beasiswa dan

penambahan sarana pendidikan guna menciptakan SDM yang

cerdas, kreatif, inovatif dan bertagwa.

» Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan pendidikan kepada
masyarakat yang adil dan merata.

» Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
dan berbasis teknologi informasi.

» Mewujudkan sistem pendidikan yang berorientasi pada akhlak
mulia.

» Mengupayakan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang
lebih berorientasi pada pendidikan vokasi.

» Meningkatkan akses pendidikan nonformal dan informal.

» Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pendidikan

» Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan.

. Urusan Kesehatan

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tahun (2016 — 2021)

yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung

jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen

masyarakat dan pemerintah maka Misi yang akan dilaksanakan

adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan

masyarakat yang paripurna, merata, bermutu dan terjangkau 2.

Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan

menggerakkan masyarakat berperilaku hidup sehat 3. Meningkatkan
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tata kelola manajemen pembangunan kesehatan Untuk mewujudkan
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan strategi
dan program kegiatan yang tepat sehingga visi dan misi dapat

tercapai. Adapun strategi untuk itu adalah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14
Strategi untuk Mewujudkan Urusan Kesehatan

Visi :

Terwujudnya Masyarakat Morowali yang Sejahtera Bersama.

Misi 4 :

Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui PEMBIAYAAN KESEHATAN
GRATIS, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga
Kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong

kebersihan, Kesehatan dankeindahan lingkungan agar tercipta suasana

sehat dan nyaman.

1. Meningkatkan | Terwujudnya Meningkatkan | 1. Kemitraan
pelayanan pelayanan pelayanan peningkatan
kesehatan kesehatan kesehatan pelayanan
melalui yang yang kesehatan
Pembiayaan berkualitas berkualitas 2. Peningkatan
Kesehatan danmerata melalui pelayanan
Gratis melalui pembiayaan kesehatan anak

2. Peningkatan pembiayaan kesehatan & balita
kuantitas dan | kesehatan gratisdan 3. Peningkatan
kualitas gratis; terjangkau; pelayanan
fasilitas kesehatan lansia
kesehatan Meningkatnya | Membangun 4. 1. Pengadaan,

3. Peningkatan kuantitas dan | dan peningkatan dan
kuantitas dan | Kualitas meningkatkan perbaikan saran
Kualitas fasilitas fasilitas dan
tenaga kesehatan; Kesehatan prasarana
Kesehatan yang puskesmas/pust

4. ketersediaan berkualitas udan
obatyang dan jaringannya
berkualitas rjangkau; Pengadaan,
Mendorong peningkatan dan

perbaikan saran
dan prasarana
rumah sakit/
rumah sakit
jiwa/ rumah
sakit paru-paru/
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rumah sakit
mata
5. Masyarakat
Morowali
Menerapkan Peningkatan Upaya Kesehatan
Pola Hidup Derajat masyarakat
Bersih dan kesehatan dan
Sehat Menjaga status gizi
Kesehatan masyarakat
lingkungan agar yangmasih
tercipta rendah;
6.Suasana Meningkatnya | Meningkatkan | Peningkatan
sehat dan kuantitas dan | kuantitas dan Kapasitas
nyaman kualitas kualitas sumber daya
tenaga tenaga aparatur
kesehatan; kesehatan;
Terwujudnya Meningkatkan |Obat dan
penyediaan penyediaan Perbekalan
obatyang obat; Kesehatan.
berkualitas;
Terwujudnya Meningkatkan |Pengembangan
penataan partisipasi Lingkungan
lingkungan masyarakat Sehat
yangsehat dalam
dan nyama. menjaga
kesehatan
lingkungan,;
Pemberian
insentif bagi
petugas
kesehatan di
daerah
terpencildan
pulau-pulau
kecil.

3. Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minmal (SPM) Dinas Sosial merupakan
penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Sosial RI Sosial RI

berdasarkan Peraturan Menteri Nomor
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129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial di

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. SPM bidang Sosial

mencakup 4 (empat) pelayanan dasar yaitu :

» Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial

» Penyediaan sarana dan prasarana social

» Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat

» Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang
cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar
yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar tersebut diatas dijabarkan
lagi kedalam 6 (Enam) indikiator SPM daerah Kabupaten yang akan
dicapai secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023
yang terdiri dari :

» Pelayanan dasar untuk pemberian bantuan sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
» Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
» Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK,
Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
» Program pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
» Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social
» Pembinaan anak terlantar dan anak berhadapan dengan hokum
. Urusan Perumahan Rakyat
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/2018
tentang standart teknis Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun
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2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan
Minimal merupakan urusan  pemerintahan  wajib  yang
diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah SPM
Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun
jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Kawasan
Permukiman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :
» Penyediaan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni,
» Penyediaan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas
Umum,

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat;

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan diperlukan strategi dan program kegiatan yang tepat
sehingga visi dan misi dapat tercapai. Adapun strategi untuk itu
adalah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15
Strategi untuk Mewujudkan Urusan Ketentraman,Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat

1 2 3 4 5
Mewujudkan |[Meningkatkan [Meningkatkan |Meningkatk |Mengembangk

kehidupan kinerja kinerja satuan |an an sistem

masyarakat akuntabilitas |polisi pamong |peningkatan|pengendalian

yang beriman [satuan polisi |praja pengawasan |intern
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dan bertaqwa |[pamong praja internal pemerintah
melalui pemerintah |(SPIP)
peningkatan daerah

pembinaan Meningkatk |Melaksanakan
agama sarana an penataan|penataan

dan prasarana Organiasasi, |organisasi
tempat ibadah tata laksana [perangkat

seghingga dan tertib |daerah (SOTK)
terciptanya regulasi yang tepat
kerukunan fungsi

hidup antar
umat

beragama

6. Urusan Pekerjaan Umum

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal

( SPM ) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali
ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/2018
tentang standart teknis Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal serta ditegaskan dalam Peraturan Mendagri atau
PERMENDAGRI No 59 tahun 2021 tentang penerapan standar

Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah daerah menerapkan SPM

untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar
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yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak
memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis
pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Adapun jenis
Pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten Kota menurut
PERMENDAGRI no 59 tahun 2021 yaitu :

» Pemenuhan Kebutuhan Pokok air Minum sehari hari;

» Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik;
Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data meliputi :

» Jumlah dan Indentitas lengkap warga negara yang berhak
memperoleh barang dan jasa kebutuhan warga negara secara
minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu
pelayanan dasarnya.

» Jumlah dan Kualitas barang atau jasa yang tersedia termasuk
jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan data sesuai dengan standar tekhnis SPM
ditujukan untuk pencapaian 100% dari target dan indicator kinerja
pencapaian SPM setiap tahun.hasil pengumpulan data dintegrasikan
dengan system informasi pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.Ketentuan mengenai
target dan indikator kinerja pencapaian kinerja SPM setiap tahun
tercantum dalam lampiran yng merupakan bagian tidk terpisahkan

dari peraturan Menteri.
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BAB 11
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian
kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait
lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja makro

diukur dengan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Morowali
Tahun 2023
Capaian | Capaian
: o . Kinerja Kinerja | Perubahan
No | Indikator Kinerja Makro Satuan Tahun Tahun (%)
2022 2023
1 Indeks Persen 72,55 73,82 1,751
Pembangunan Manusia
2 Angka Kemiskinan Persen 12,58 12,31 -2,224
3 | Angka Pengangguran Persen 3,20 2,84 -11,25
4 | Pertumbuhan Ekonomi Persen 28,40 20,34 -28,38
S | Pendapatan Perkapita Juta 421,701 | 498,605 18,237
Rupiah
6 | Ketimpangan Pendapatan Persen 0,285 0,281 -1,404

Sumber : BPS Kabupaten Morowali/BPS Sulteng Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.1 diats dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan
untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah

komponen dasar kualitas hidup dengan menggunakan pendekatan tiga
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dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan,
dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan
Usia harapan hidup (UHH), selanjutnya untuk mengukur dimensi
pengetahuan digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun
untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan
daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat
dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan
pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mencapai 73,02 persen atau
menempati urutan tertinggi kedua setelah kota palu dan masih lebih
tinggi jika dibandingkan dengan IPM Propinsi Sulawesi Tengah. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka IPM kabupaten Morowali
mengalami peningkatan sebesar 0,65 persen dari tahun 2022 sebesar
72,55 persen. Dengan demikian IPM Kabupaten Morowali Tahun 2023
berada pada kategori Tinggi menurut standar United Nations Development
Program (UNDP). Adapun hasil pencapaian IPM Kabupaten Morowali pada
tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPS kabupaten Morowali maupun
Sulawesi tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
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Grafik 2.1

IPM Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2023

Sumber : Source Url: https://sulteng.bps.go.id/indicator/26/48/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-

manusia-menurut-kabupaten-kota.html
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a. Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata tambahan
umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH Kabupaten
Morowali pada Tahun 2023 mencapai 69,37 persen atau berada pada
urutan ke tujuh se-sulawsei tengah, walaupun demikian namun UHH
Kabupaten Morowali masih berada diatas UHH Propinsi Sulawesi
tengah. Dengan capaian 69,37 persen ini menggambarkan bahwa
penduduk kabupaten morowali rata-rata memiliki harapan hidup
sampai dengan usia 69,37 tahun. Untuk lebih jelasnya capaian Usia
Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Morowlai pada tahun 2021-2023
dapat dilihat pada table 2.1 dibawah in: :

Tabel 2.2
Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/ Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota TAHUN

2021 | 2022 | 2023
Sulawesi Tengah 68.83 | 68.93 | 69.17
Banggai Kepulauan | 66.59 | 66.73 | 66.87
Banggai 70.88 | 70.88 | 71.02
Morowali 09.23 | 69.23 | 69.37
Poso 71.19 | 71.19 | 71.33
Donggala 67.50 | 67.61 | 67.86
Tolitoli 66.18 | 66.41 | 66.78
Buol 69.05 | 69.32 | 69.73
Parigi Moutong 64.35 | 64.35 | 64.62
Tojo Una-una 65.90 | 66.08 | 66.41
Sigi 70.09 | 70.15 | 70.35
Banggai Laut 65.67 | 65.81 | 66.08
Morowali Utara 69.71 | 69.77 | 69.97
Kota Palu 71.09 | 71.20 | 71.45

Sumber : Source Url: https://sulteng.bps.go.id/indicator/26/46/1/-metode-baru-umur-harapan-

hidup-uhh-saat-lahir-menurut-kabupaten-kota.html

b. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator yang
memegang peranan penting dalam melakukan pengukaran Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), di kabupaten Morowali Harapan Lama

Sekolah (HLS) pada tahun 2023 berada pada angka 13,38 persen ini
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mengartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk
jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk
bersekolah selama 13,38 tahun atau setara dengan Diploma I. Harapan
Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Morowali pada tahun 2023 berada
pada urutan ke tiga setalah Kota palu dan Kabupaten Poso. Harapan
Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Morowali kurun waktu 2021-2023
dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.3
Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

. . Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota 2021 | 2022 | 2023
SULAWESI TENGAH 13,23 | 13,32 | 13,33
Banggai Kepulauan 13,07 | 13,08 | 13,09
Banggai 13,25 | 13,34 | 13,34
Morowali 13,35 | 13,36 | 13,38
Poso 13,71 | 13,72 | 13,74
Donggala 12,51 12,60 | 12,61
Toli-Toli 12,89 | 12,92 | 13,04
Buol 13,10 | 13,17 | 13,17
Parigi Moutong 12,48 | 12,50 | 12,51
Tojo Una-Una 12,29 | 12,36 | 12,37
Sigi 12,88 | 12,97 | 13,05
Banggai Laut 12,96 | 13,02 | 13,03
Morowali Utara 12,25 | 12,28 | 12,29
Kota Palu 16,28 | 16,36 | 16,51

Sumber:https:/ /www.bps.go.id /id / statistics-table/2 /NDE3IzI=/-metode-baru--harapan-lama-sekolah.html

. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) juga merupakan indikator yang tidak
terpisahkan dan memegang peranan penting dalam melakukan
pengukaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di kabupaten
Morowali Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 berada pada
angka 9,37 persen ini mengartikan bahwa rata-rata penduduk
kabupaten morowali yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki
lama sekolah 9,37 Tahun atau baru menuntaskan wajib belajar 9
(Sembilan) tahun. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Morowali
pada tahun 2023 berada pada urutan ke tiga setalah Kota palu dan
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Kabupaten Poso. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Morowali
kurun waktu 2021-2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.4
Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

.. Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota 2021 | 2022 | 2023
Sulawesi Tengah 8.89 8.89 8.96
Banggai Kepulauan 8.44 8.46 8.62
Banggai 8.53 8.54 8.63
Morowali 9.34 9.35 9.37
Poso 9.50 9.52 9.53
Donggala 7.98 7.98 7.99
Tolitoli 8.76 8.76 8.77
Buol 9.08 9.08 9.09
Parigi Moutong 7.74 7.77 8.04
Tojo Una-una 8.40 8.41 8.51
Sigi 8.82 8.84 9.03
Banggai Laut 8.63 8.63 8.64
Morowali Utara 8.72 8.75 8.94
Kota Palu 11.72 | 11.73 | 11.74

Sumber : Source Url: https://sulteng.bps.go.id/indicator/26/130/1/-metode-baru-rata-rata-lama-

sekolah-menurut-kabupaten-kota.html

d. Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi
semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari
pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan
banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.
Indikator ini memagang peran yang sangat penting dalam pengukuran
IPM, menurut data BPS Sulawesi tengah Tahun 2023 Pengeluaran Rill
Perkapita Kabupaten Morowali adalah sebesar Rp. 11.708 (Juta
Rupiah) Angka ini adalah yang tertinggi kedua setelah Kota Palu.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :
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IPM

UHH RLS Pengeluaran Riil

Kabupaten/Kota per Kapita

B T R R R B I A U I U

Banggai Kepulauan 6719 6735 1308 1309 B46 862 7712 8066 6630 67,05
Banggal 7195 7209 1334 1334 854 863 9963 10400 7158 7219
IMorowall 7095 71,00 1336 1338 935 93/ 11291 11708 7339 7382
Poso 7297 7298 1372 1374 952 953 9218 9622 7275 7325
Donggala 7032 7052 1260 1261 798 799 8303 8766 6749 6817
Toli-Toli 7071 7109 1292 1304 876 877 8191 B665 6877 6968
Buol 7073 7106 1317 1317 908 909 8176 8678 6937 7018
Parigi Moutong 6855 6862 1250 1251 777 804 10063 10471 6829 69,06
Tojo Una-Una 7060 7089 1236 1237 841 851 B9 B550 6762 6847
Sigl 7091 7111 1297 1305 B84 903 8498 8891 6940 7028
Banggai Laut 7048 7075 1302 1303 863 864 8037 8470 6840 69,12
Morowali Utara 7206 7219 1228 1229 875 894 9242 9623 7002 7074
Kota Palu 7356 7371 1636 1651 1173 1174 15162 15501 8326 8371

Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar 2.1
IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan 2023
2. Angka Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach),
sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidak mampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah
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penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di
bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel).
Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan
merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang
menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk
dalam suatu wilayah. Secara umum angka kemiskinan dikabupaten
morowali mengalami penurunan secara terus menerus setiap tahun,
walaupun penurunannya belum secara signifikan. Pada tahun 2023
persentase penduduk miskin sebesar 12,31 persen atau mengalami
penurunan sebesar -2,15 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022
sebesar 12,58 persen. Dengan demikian maka persentase pneduduk
miskin kabupaten morowali pada tahun 2023 berada pada urutan ketiga
terendah se-seulawsei tengah setelah kota palu dan kabupaten banggai.
Untuk lebih jelasnya angka kemiskinan kabupaten morolwai dapat dilihat

pada grafik dibawah ini :
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Sumber : https://sulteng.bps.go.id/indicator/23/90/ 1 /persentase-penduduk-miskin-pO-menurut-kabupaten-
kota.html

Grafik 2.2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabuaten/Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2023
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Indeks Keparahan Kemiskinan, indikator ini memberikan gambaran
mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin
tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara
penduduk miskin. Pada tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan
kabupaten morowali mencapai angka 0,32 persen, mengalami penurunan
jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 0,54
persen. Nilai indeks keparahan kemiskinan kabupaten morowali berada
pada urutan terendah ketiga se-sulawesi tengah setelah Kota palu dan
Kabupaten Banggai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :

Tabel 2.5
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota iEaliiT

2021 2022 | 2023
Sulawesi Tengah 0,64 0,68 0,54
Banggai Kepulauan 0,42 0,35 0,63
Banggai 0,23 0,28 0,17
Morowali 0,54 0,54 0,32
Poso 0,62 0,66 0,63
Donggala 0,70 0,72 0,63
Tolitoli 0,30 0,30 0,36
Buol 0,51 0,34 0,32
Parigi Moutong 0,95 1,37 0,64
Tojo Una-una 0,95 0,78 0,52
Sigi 0,38 0,48 0,64
Banggai Laut 0,83 0,61 0,44
Morowali Utara 0,65 0,65 0,71
Kota Palu 0,20 0,25 0,19

Sumber : Source Url: https://sulteng.bps.go.id/indicator/23/88/1 /indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-
kabupaten-kota.html

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran
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